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ABSTRACT 

POLICY IMPLEMENTATION OF BUSINESS PARTNERSHIP IN 
THE DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM DEVELOPMENT 

CASE STUDY: PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP BETWEEN PAM 
JAYA & PT PALYJA 

Swasti Indraswari 
Swasti.J ndraswari(a),Hotmail .com 

Magister of Public Administration 
Indonesia Open University 

Cooperation agreement on municipal water suupply system between PAM 

Jaya and PT Palyja was started in 1998 and will terminate in 2023. The purpose of 

this cooperation agreement is to improve water supply service quality. In this 

cooperation agreement, PT Palyja serve the western part of DKI Jakarta and is 

currently in the 4th 5-year period. The cooperation agreement defines the tangible 

paramenters to be conformed with by PT Palyj11, this parameters are also used by 

PAM Jaya to monitor PT Palyja's performance and accomplishments. Based on 

the agreed paremeters, PT Palyja has shown great improvement towards water 

supply services in comparison to pre-cooperation period. However, the policy 

implementation practices do not always go without a hitch. 

This analysis was carried out based on the policy implementation theory by 

George Edwards III . As Edwards III mentioned in his theory, implementation is 

influenced by four parameters, which are: communication, resources, disposition 

and birocracy. From this study, it is understood that all four factors are closely 

interlinked and play a big role in shaping the implementation of the policy. The 

study also indicates that all of the forementioned factors are categorized as 

mediocre, which means that there are still plenty of room for improvement to 

create an environtment that is more determined and efective. 

Keywords: Public policy, public-private partnership, water supply. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGUSAHAAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

STUDI KASUS: KERJASAMA PEMERINT AH SWAST A ANT ARA 

PAMJAYA-PTPALYJA 

Swasti Indraswari 
Swasti.Indraswari(a)Hotmail.com 

Magister Administrasi Publik 
Universitas Terbuka 

Kebijakan ketjasama pengusahaan pengembangan sistem penyediaan air 

minum antara PAM Jaya dan PT Palyja dimulai pada tahun 1998 dan akan 

berakhir pada tahun 2022 ini bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan penyediaan air minum. Dalam ketjasama ini, PT Palyja melayani 
wilayah DKI Jakarta bagian barat dan saat ini telah memasuki periode 5 tahun 

yang ke-4. Dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak 
terdapat parameter perforrna yang terukur sebagai fungsi pengawasan atas 

pencapaian mitra swasta. Berdasarkan parameter-parameter yang disepakati 

bersama tersebut, PT Palyja telah menunjukkan peningkatan yang besar 

dibandingkan dengan periode sebelum ketjasama. Namun, dalam praktik 

implementasi kebijakan ini sendiri tidak selalu betjalan mulus. 

Analisa dilakukan dengan berdasarkan pada teori implementasi kebijakan oleh 
George Edwards III yang menyebutkan bahwa implementasi sangat dipengaruhi 

oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Dalam 

penelitian ini dipelajari bahwa keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan yang 

cukup erat sehingga dapat mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh faktor tersebut masih berada 

dikategori sedang, dimana masih terdapat banyak ruang untuk peningkatan agar 

tujuan utama kebijakan kerjasama pelayanan penyediaan air minum dapat 

terselenggara dengan lebih maksimal dan efektif. 

Kata kunci : Kebijakan publik, ketjasama pemerintah dan swasta, penyediaan 

airminum. 
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BABIV. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sebagaimana telah disampaikan pada bah sebelumnya, tujuan utama dari 

diadakannya kebijakan .· keijasama pemerintah dengan swasta dalam hal 

penyediaan air bersih adalah peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi 

masyarakat yang tinggal di daerah pelayanan PT Palyja. Peningkatan kualitas ini 

terutama diukur berdasarkan target teknis dan target pelayanan yang ditetapkan 

dan disepakati bersama da1am bentuk perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dan 

PTPa1yja. 

1. Kerjasatna Pemerintah-Swasta antara PAM Jaya dengan PT 

Palyja 

PAM Jaya merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung 

jawab da1am pelayanan penyediaan air bersih di DKI Jakarta, dengan sejarah· 

pendirian dan operasiona1 sejak masa pemerintahan Hindia Be1anda. Namun, 

pertumbuhan pe1ayanan PAM Jaya pada tahun 1990-an tidak dapat mengimbangi 

1aju pertumbuhan penduduk sebesar 4% per tahun (pre 1997), bahkan terjadi 

perbandingan terba1ik dan mengalami banyak keterbatasan, diantaranya 

"pertumbuhan PAM tidak dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi pad a saat 

itu, dan ada penilaian World Bank tentang kegagalan internal PAM dalam 

meningkatkan efisiensi" (basil wawancara mendalam dengan Bpk Yudi Irawan, 

16 Januari 2017, Lampiran C). 

51 

43120.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



. ------------- ______ .. --- ·---- ·- ----- --·-···------------- -----------. - ···- _____________ , __ --··-··- -·-·----~- ------ ···-. ·- --·-· .. -· ·---·. ··----~-~· --·--~-----·--'-~-------'-- ·--·. -·· 

Partisipasi sektor swasta dalam hal penyediaan air bersih di Jakarta terdorong 

oleh buruknya performa pelayanan penyediaan air bersih di Jakarta pada saat itu. 

Hal ini ditandai dengan cakupan layanan rendah, kualitas air buruk, tingginya nilai 

kehilangan air, serta keterbatasan kemampuan finansial pemerintah untuk 

mendanai investasi yang diperlukan. Selain alasan tersebut di atas, kerjasama 

dengan sektor swasta juga dilakukan atas "desakan" dari Bank Dunia dengan 

komitmennya untuk memberikan dana pinjaman. 

Dua mitra swasta yang ditunjuk adalah PAM Lyonnaise Jaya (PT PALYJA) 

dan Thames PAM Jaya (TPJ). Mengenai pemilihan operator swasta asing, Bpk. 

Yudi Irawan menjelaskan bahwa "Thames dari Inggris dan Suez Lyonnaise dari 

Perancis sudah berpengalaman di bidang pengelolaan air minum dimana-mana, 

selain di negaranya sendiri, mereka juga pengalaman di Amerika, Afrika.. dan 

yang masuk waktu itu ya mereka" (basil wawancara mendalam dengan Bpk Yudi 

Irawan, 16 Januari 2017, Lampiran C). 

PT PALYJA bertanggungjawab dalam hal manajemen dan operasional sistem 

penyediaan air bersih di Propinsi DKI Jakarta bagian barat di bawah suatu 

Perjanjian Kerjasama dengan PAM Jaya selama 25 tahun ini ditandai dengan 

penandatanganan kontrak resmi pada tanggal 6 Juni 1997. Namun akibat krisis 

moneter pada saat itu, kontrak tersebut bam terhitung efektif 1 Februari 1998. 

Adapun tujuan utama dari KPS ini adalah untuk mencapai Target Teknis dan 

Standar Pelayanan sebagaimana di tetapkan dalam Perjanjian Kerjasama dan 

lampirannya adalah sebagai berikut: 
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a. Mendukung pertumbuhan sosial ekonomi di Propinsi DKI Jakarta melalui 

pemngembangan infrastruktur air dengan ketentuan sebagaimana di 

tetapkan dalam RCA; 

b. Mencapai cakupan layanan air perpipaan yang komprehensif di wilayah 

pelayanan .. 

c. Mencapai perluasan yang substansial atasjaringan distribusi; 

d. Melibatkan pihak swasta dalam produksi dan distribusi air bersih dan air 

minum di wilayah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mempercepat 

pertumbuhan pelayanan penyediaan air bersih dan meningkatkan kuaulitas 

Pelayanan Pelanggan; 

e. Menyediakan suatu sistem yang mendorong masyarakat untuk beralih dari 

penggunaan air tanah ke air perpipaan Gikajaringan tersedia) 

f. Meningkatkan kapasitas dan manajemen penyediaan air bersih dan air 

minum, jika dimungkinkan secara finansial dan teknis, melalui perbaikan 

fasilitas produksi dan distribusi eksisting dan, j ika dimungkinkan, 

pembangunan fasilitas produksi dan distribusi baru; 

g. Meningkatkan efisiensi sistem penyediaan air bersih; 

h. Memastikan kuantitas, kualitas dan keandalan sistem penyediaan air bersih 

mulai dari fasilitas produksi dan distribusi; 

i. Memenuhi target teknis dan standar pelayanan; 

j. Meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan di daerah pelayanan hingga 

memenuhi standar pelayanan; 

k. Mengurangi volume Unaccounted For Water - UFW (Kehilangan Air) di 

daerah pelayanan sesuai dengan target teknis; 
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I. Meningkatkan perfonna operasional, meningkatkan kapabilitas manajerial 

dan perfonna personel melalui pelatihan, transfer teknologi dan 

peningkatan keahlian umum karyawan serta meningkatkan prosedur 

operasional dan teknologi; 

m. Memastikan bahwa proyek KPS ini bersifat self-financing dan laik secara 

· ekonomi bagi seluruh pihak. 

Dalam perjalanannya, akibat krisis dalam periode lima tahun pertama, mitra 

swasta mengajukan renegosiasi atas perjanjian kerja sama karena dengan kondisi 

pada saat itu dirasa tidak memungkinkan bagi mitra swasta untuk mencapai target 

operasional dan finansial. Kedua mitra swasta mengajukan agar penilaian water 

charge didasarkan pada biaya operasional dan pemeliharaan, efisiensi dan 

keterlambatan investasi. Sementara PAM Jaya melakukan penyesuaian pada target 

teknis, tenggat pembayaran hutang, manajemen SDM dan hal lain yang tercantum 

dalam kontrak. 

Perjanjian Kerjasama ini kemudian mengalami revisi dan dinyatakan kembali 

(Restated Cooperation Agreement- RCA) pada bulan Oktober 200 I. Adapun hal­

hal yang tercakup dalam RCA ini adalah: produksi dan distribusi air bersih, 

manajemen administrasi pelanggan dan penagihan, investasi yang diperlukan 

dalam pelayanan penyediaan air bersih selama periode kerjasama, serta 

dibentuknya Badan Regulator sebagai badan independen yang bertugas 

mengawasi jalannya perjanjian kerjasama ini. 

54 

43120.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



-----------··· ·-·-- ·--------,~------------ -- -·----~-- ---- ~--·--·- --------··----· --- -·-"····----·-···----~-- .. 

·~ . . . 
: 

4 l . . . 
' l 

~ .................................. ,. .. , .. 

Gambar 4-1 Hubungan Institusional dalam KPS antara PAM Jaya dengan PT 
Palyja 

Secara lebih jelas, perubahan PKS sebelum dan sesudah RCA pada tahun 

2001 dijabarkan pada tabel berikut. 

Tabe14-1 Perubahan Perjanjian KPS lama dan baru 

No. Hal 

2 

.... 

.:> 

4. 

5 

6 

PKS Efektif 

Penyelesaian 
perselisihan 

Status 
Karyawan 

Kontrak air 
baku dan curah 
Target teknis 
dan stan dar 
pelayanan 
Sanksi dan 
penalty 

Perjanjian Lama 
6 Juni 1997 
II persyaratan 
pendahuluan sebelum 
berlaku efektif I Februari 
1998 
Secara musyawarah, 
melalui mediasi, tenaga 
ahli, dan atau arbitrase 
melalui UNCITRAL, 
Singapura 

2803 karyawan PAM yang 
diperbantukan memiliki 
status ganda 
Melaltii PAM Jaya 

Berdasarkan studi 
kelayakan tahun 1996 

Objek terkena sanksi 
adalah volume air terjual 
dan kualitas air 

Perjanjian Baru 
22 Oktober 2001 
Tidak ada persyaratan 
pendahuluan, berlaku 
efektif22 Oktober 2001 

Secara musyawarah, 
mediasi Badan Regulator, 
mediasi tenaga ahli yang 
ditunjuk, dan atau arbitrase 
melalui INCITRAL, 
Singapura 
Dialihkan menjadi status 
tunggal melalui mekanisme 
tiga opsi 
Langsun dengan mitra 
swasta 
Adanya revisi akibat krisis 
moneter tahun 1998. 

Objek terkena sanksi 
adalah volume air teljual, 
kualitas air, kebocoran air, 
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I No. Hal Perjanjian Lama Perjanjian Barn 
. I 

I 6 Juni 1997 22 Oktober 2001 
I 

cakupan pelayanan, I 

ketepatan penyampaian 
laporan 

7 Pemompaan air Kehilangan pendapatan PAM Jaya hanya bertindak 
tanah akibat kegagalan menutup sebagai fasilitator dalam 

sumur dalam dikompensasi upaya menutup sumur 
oleh PAM Jaya, selain itu dalam. Tidak ada 
retribusi pajak air tanah kompensasi dan pihak. 
dibagi dengan mitra swasta · kedua tidak menerima 

bagian atas Eajak air tanah 
8 lmbalan air Akibat dari krisis moneter, Disepakati adanya 

fin pro 1997 todak dapat · kenaikan tariff sebesar 3%, 
diterapkan dan tidak Imbalan baru diturunkan 
memenuhi kelayakan sebesar 20%, deficit yang 
akibat teijadi deficit yang lalu harus melalui tahapan 
besar. Sebagai kompensasi audit oleh BPKP 
deficit, pihak kedua berhak 
menjual kelebihan aset 
dengan persetujuan PAM 
Jaya 

9 Badan Badan Pengawas tidak Disepakati pembentukan 
Regulator efektif/produktif Badan Regulator 

Indeeenden 
10 Manajemen Pada akhir periode Adanyajadwal program 

Aset keijasama, sisa nilai buku investasi, dan tidak ada sisa 
aset dikompensasikan oleh nilai buku pada akhir 
PAM J aya. Pad a akhir keijasama. Jaminan berupa 
peri ode ke1jasama tidak Performance Bond atas 

! I adajaminan dari pihak aset yang dikembalikan di 
I I 

II Kedua mengenai kondisi akhir peri ode. 
aset 

11. Mekanisme Mekanisme pengambilan Mekanisme pengambilan 
Escrow dana dari EA melalio dana atas persetujuan 
Account instmksi sepihak pihak kedua pihak. 

kedua 
Sumber: Lanti et.al, (2008:63) 

a. Badan Regulator PAM DKI 

Bersamaan dengan disepakatinya RCA pada tahun 2001, Badan Regulator 

PAM: DKI Jakarta dibentuk sebagai badan independen yang dapat diandalkan dan 
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bekerja secara transparan dengan berfungsi utama memastikan RCA dilaksanakan 

dengan baik oleh seluruh pihak serta memastikan perlindungan pelanggan. 

Iwanami dan Nickson (2008:291-300) menyebutkan bahwa dalam suatu 

sistem penyediaan air bersih perkotaan yang cenderung bersifat monopoli, fungsi 

regulator mencakup sektor ekonomi, lingkungan, keamana dan perlindungan 

pelanggan, serta tujuan-tujuan sosial. Selanjutnya, untuk masing-masing fungsi 

tersebut dijelaskan sebagai berikut 

(1) Regulasi ekonomi memiliki dua peran penting, yaitu dalam memastikan 

perubahan tarif yang cukup untuk memastikan kesinambungan 

pengelolaan fasilitas penyediaan air, dan pada saat yang bersamaan tarif 

tersebut hams terjangkau oleh pelanggan. 

(2) Regulasi lingkungan berfungsi untuk memastikan bahwa praktik 

pengambilan air baku dan pembuangan Iimbah pengolahan dilakukan 

dengan cara yang tidak merusak linglnmgan. Regulasi mengenai keamanan 

dapat berupa standar kualitas air minum yang dialirkan dalam jaringan 

perpipaan. 

(3) Perlindungan pelanggan merupakan salah satu aspek yang paling penting, 

dengan menjamin kualitas pelayanan pelanggan eksisting dan para calon 

pelanggan. Hal ini juga berkaitan erat dengan regulasi ekonomi yang 

disebutkan di atas. Dalam penegakan perlindungan pelanggan, regulator 

memeliki kewenangan untuk menerapkan penalti kepada pihak yang gagal 

memenuhi standat. 

(4) Tujuan sosial dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi 

kelompok yang rentan, diantaranya masyarakat berpenghasilan rendal1. 
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Hal ini disebabkan pihak swasta biasanya tidak memiliki insentif untuk 

menambah jumlah sambungan di daerah dengan mayoritas masyarakat 

berpenghasilan rendah. Peraturan mengenai tarif yang ditetapkan 
I 

! 
sebaiknya atau dapat juga memasukkan sistim subsidi silang untuk 

membantu masyarakat yang tidak · sanggup membayar pelayanan 

penyediaan air bersih. 

Peran utama Badan Regulator PAM DKI adalah untuk mengkaji tarif dan 

mengajukan usulan-usulan kepada Gubemur, memonitor performa mitra swasta 

dan sebagai penengah dalam selisih pendapat antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam kontrak dan pelanggan. Berdasarkan informasi yang diperolehd ari PAM 

Jaya dan PT Palyja, peran Badan Regulator dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Mengatur koordinasi antara badan pemerintahan yang terkait dengan 

implementasi peijanjian keijasama ini. 

(2) Memonitor kegiatan penutupan sumur dalam. 

(3) Memonitor tarif sesuai kelompok tarifnya dan melakukan estimasi tarif 

rata-rata untuk seluruh kelompok pelanggan dan mengatur subsidi. 

(4) Melakukan mediasi atas silang pendapat antara PAM Jaya dengan mitra 

swastanya dalam mengimplementasikan peijanjian keijasama ini. 

(5) Terhadap pelanggan: (i) melakukan pengawasan penyediaan air bagi 

pelanggan, dan (ii) mengembangkan dan menciptakan mekanisme yang 

jelas dan dapat diandalkan dalam penyelesaian permasalahan dengan 

pelanggan dalam hal penyediaan air bersih. 

(6) Terhadap PT Palyja: melakukan pengawasan implementasi peijanjian 

keijasama 
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(7) Terhiulap PAM Jaya: melakukan pengawasan performa dan hak-hak PAM 

Jaya terkait desain dan konstruksi sesuai dengan peJjanjian keJjasama. 

b. Standar Kinerja Pe/ayanan Penyediaan Air Bersih 

Dalam menilai keberhasilan PeJjanjian KeJjasam dalam pelayanan penyediaan 

air bersih di J~ serangkaian Standar Kinet:_ia Pelayanan yang harus dicapai 

oleh mitra swasta telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam. RCA. Standar 

KineJja Pelayanan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu target teknis dan 

standar pelayanan. 

Table 4-2 Terget teknis dan target pelayanan dalam KPS an tara PAM Jaya dan 
PT Palyja 

Tekanan air di pelanggan 

Non-revenue Water Waktu tanggap atas keluhan pelanggan 

Jumlah sambungan Gangguan rutin padajaringan distribusi 

Rasio area cakupan pelayanan Waktu tanggap atas permintaan 
sambungan bam. 

Sumber: Restated and Amended Cooperation Agreement (RCA), 2001. 

1) Standar Pelayanan 

a) Kualitas Air 

PAM Jaya menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

492/Menkes/Per/IV/2010 sebagai standar kualitas air yang harus dicapai 

' 
oleh mitra swasta. Dalam pereaturan tersebut, terdapat dua · kelompok 

kualitas air, yaitu air minum dan air bersih. Berdasarkan RCA, PT 

PAL YJA hams mencapai kualitas air bersih pada akhir tahun ke-9 dan 

mencapai kualitas air minum mulai tahun ke-10 dan seterusnya dalam 
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pelayanannya. Detail PerMenK.es No. 492/2010 dapat dilihat pada 

LampiranA. 

b) Tekanan Air 

Tekanan air perpipaan merupakan masalah yang umum dihadapi dalam 

sistem penyediaan air di wilayah urban, termasuk DKI Jakarta. Dari sisi 

pelanggan, tekanan berkaitan erat dengan kelancaran aliran~ Standar 

tekanan air yang ditetapkan adalah antara 0,3- 0,75atm. 

c) W aktu Tanggap atas Keluhan Pelanggan 

Keluhan pelanggan dapat dibagi menjadi kebocoran pipa induk, kebocoran 

pada jaringan distribusi, dan keluhan kualitas air yang diterima. RCA 

mensyaratkan waktu tanggap atas keluhan pelanggan mengenai kebocoran 

pipa induk kurang dari 2 jam, kebocoran pada jaringan distribusi kurang 

dari 4 jam, dan kualitas air kurang dari 6 jam. 

d) Gangguan rutin pada jaringan distribusi 

Dalam kondisi normal, perbaikan rutin pada pipa tersier (dia. <150mm) 

tidak boleh lebih dari 6-24 jam, 12-24 jam untuk pipa sekunder (dia. 

150mm- 250mm), dan 24-72 jam untuk pipa primer (dia. >250mm) 

e) Waktu tanggap atas permintaan sambungan baru 

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu sambungan baru adalah 

kurang dari 1 hari kerja. 

2) Target Teknis 

Indikator dalam target teknis meliputi volume air yang ditagihkan (terjual), 

volume air yang diproduksi, non-revenue water (URW), jumlah sambungan, dan 

rasio cakupan layanan. 
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Table 4-3 Target Teknis PT Palyja 

:I 
, I Volume Air Juta 89,17 101,73 110,41 114,55 118,73 169,78 

Teljual m3 

Volume Air 1/dtk 5.213 5.077 4.663 4.873 5.100 5.900 
Diproduksi 
NRW % 58,63 57,84 51,27 49,27 47,27 27,22 
Jumlah unit 209.895 225.813 257.952 282.048 301.048 450.198 
sambungan 
Rasio Cakupan % 32 33 38 42 45 ::::::100 
Layanan 

Sumber: Tutuko, K (2002} Jakarta Water Supply 

a) Volume Air Teljual 

Yang dimaksud dengan volume air teljual adalah volume air yang 

'I 
I 

diproduksi, kemudian dialirkan dan ditagihkan kepada pelanggan. Volume 

ini sangat dipengaruhi oleh NRW. 

b) Volume Air Diproduksi 

Volume air diproduksi diukur pada keluaran unit pengolahan. Kualitas air 

baku sangat mempengaruhi volume air yang diproduksi. 

c) Non-Revenue Water (NRW) 

NRW merupakan volume air yang "hilang" dalam peljalanan distribusi 

dari unit pengolahan hingga sampai di pelanggan. Kehilangan air ini dapat 

berupa kehilangan fisik akibat kebocoran atau kehilangan lain akibat 

pencurian, sambungan illegal atau kesalahan pencatatan meter. Nilai NRW 

yang tinggi merugikan pengelola baik dari segi finansial dan dapat 

mempengaruhi kualitas air yang diterima pelanggan akibat kontaminasi 

I I 

I dari kebocoran. 

d) Jumlah Sambungan 

, I 

I 
'I 
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Jumlah sambungan adalah jumlah pelanggan PT Palyja secara 

keseluruhan. 

e) Rasio Cakupan Layanan 

Yang dimaksud dengan rasio cakupan layanan adalah persentase populasi 

yang dilayani oleh jaringan perpipaan air bersih. PT Palyja menetapkari 

target yang ambisius yaitu 100% pada akhir periode Ketjasama. 

2. Gambaran Umum Kinerja PAM Jaya pra-Kerjasama 

Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi PAM Jaya sebelum dimulainya 

perjanjian kerjasama. 

a. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Sampai dengan bulan Oktober 1995, jumlah karyawan permanen PAM Jaya 

betjumlah 2.139 orang, belum termasuk sekitar 700 orang peketja kontrak. 

Berdasarkan Study of the Revise of Jakarta Water Supply Development Project 

(Japan International Cooperation Agency (JICA), 1997), Berdasarkan studi 

tersebut, PAM Jaya mengalami berbagai masalah organisasi seperti pembagian 

tugas yang tumpang tindih dan pembagian tugas yang tidak sesuai natar 

komponen organisasi. Kurangnya koordinasi dan dominannya pengambilan 

keputusan secara terpusat yang berakibat pada Iambatnya pelayanan pelanggan. 

Selain itu juga tercatat beberapa permasalahan administrasi seperti kurangnya 

hubungan pelanggan dan sistem penyimpanan data yang buruk. Dalam hal sumber 

daya manusia, JICA menyebutkan bahwa distribusi karyawan di dalam organisasi 

tidak seimbang baik secara usia, lokasi penugasan, Jatar belakang keahlian, serta 

jenjang karir yang kurang jelas. 
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b. Sumber Air Baku 

Sumber-sumber air baku yang digunakan dalam pengolahan air PAM Jaya 
:; 

I 

bersumber dari air sungai, air tanah dan mata air. Sumber utama air baku dalam 

penyediaan air bersih di DKI Jakarta berasal dari Jatiluhur yang dialirkan melalui 

kanal. Sedangkan kegiatan penggunaan air tanah dalam dan pengeboran di DKI 

Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah No. 1145 tahun 1982. Pada tahun 1995, 

terdapat sekitar 3.020 sumur dalam yang terdaftar, dan setiap sumur menggunakan 

meter air untuk mencatat pemakaiannya. Namun, diperkirakan masih terdapat 

sekitar 88% penggunaan air tanah dalam yang tidak terdaftar. Jika hal ini 

dibiarkan, wilayah DKI Jakarta tidak akan memiliki sumber air yang memadai di 

masa depan, baik jumlah dan kualitasnya. Belum lagi dengan adanya ancaman 

intrusi air laut di wilayah Jakarta bagian utara. Sehingga penting untuk 

menerapkan sustem manajemen sumber daya air yang terintegrasi dan 

berkesinambungan. 

c. Fasilitas Produksi- Unit Pengolahan Air 

Berdasarkan studi yang dilakukan olej JICA, pada tahun 1997 PAM Jaya 

memiliki 6 unit pengolahan air yang terdiri dari 7 unit kecil dan 1 unit transmisi 

air baku. Pada tahun 1997, jumlah kapasitas produksi secara keseluruhan dari 

unit-unit pengolahan tersebut adalah 497,59juta m3
, namun volume air tetjual 

pada saat itu hanya sebanyak 46,67% saja. Artinya terjadi tingkat kehilangan air 

atau non-revenue water yang cukuup tinggi yaitu sekitar 53%. Menurut PAM 

Jaya, kehilangan air ini disebabkan oleh kebocoran dari sistim distribusi, 

pemakaian secara illegal, dan kesalahan penagihan (Japan International 

Cooperation Agency (JICA), 1997). 
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d. Jumlah Sambungan dan Cakupan Pelayanan 

Selama peri ode 1 0 tahun dari tahun 1988 hingga 1998, berdasarkan laporan 

oleh llCA, tercatat peningkatan jumlah sambungan PAM Jaya sebanyak 10,5%, 

yaitu dari 180.577 pelanggan pada tahun 1988 menjadi 485.336 pelanggan pada 

tahun 1998. Namun demikian, jumlah ini hanya mencaku sekitas 25,5% persen 

dari totaljumlah rumah tangga yang tercatat di DKI Jakarta pada saat itu. 

e. Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas 

Pada periode sebelum kerjasama, PAM Jaya mengacu pada kualitas air minum 

yang ditetapkan. oleh Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/X/PER/1990. 

Dalam hal tekanan, sebagian besar jaringan perpipaan air perkotaan 

mengalami masalah kurang tekanan (Lanti, 1996). Hal ini juga terjadi di DK.I 

Jakarta, tercatat rata-rata lama air mengalir adalah selama 9 jamlhari. 

f. Sistem Penagihan dan Pembayaran Tagihan 

Pembacaan meter air dilakukan secara manual setiap bulan. Setiap petugas 

dapat melakukan pembacaan atas 80-200 meter air per area per hari dengan 

menggunakan komputer portable yang menyimpan nomer pelanggan, nomer 

meter, pembacaan meter sebelumnya, dan alamat. Pembacaan meter air ini 

dilakukan oleh pihak ketiga. 

Penagihan dilakukan dengan mengirimkan tagihan secara tertulis kepada pusat 

unitoperasi dan pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui loket yang 

ditunjuk. Efisiensi penerimaan pembayaran pada saat itu adalah sekitar 95% dari 

total yang ditagihkan. 
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g. Kondisi Keuangan PAM Jaya 

PAM Jaya memiliki biaya operasional yang cukup tinggi, sebagian besar 

untuk pengeluaran atas bahan kimia, pengoperasian instalasi baru, kualitas air 

baku yang buruk, upah karyawan dan pembelian air baku dari waduk Jatiluhur. 

Hal ini mengakibatkan penurunan keuntungan perusahan pada tahun 1993 yang 

memaksa PAM Jaya menaikkan tarifmya pada tahun 1994 (berselang 3 tahun 

setelah kenaikan tariff sebelumnya di tahun 1991). Kehilangan air juga sangat 

mempengamhi tingginya biaya operasional (Japan International Cooperation 

Agency (JICA), 1997). 

h. Penentuan Tarif Air 

Tarif air ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 

1992. Keputusan Menteri tersebut menyatakan bahwa sistem tariffprogresifharus 

diaplikasikan sehingga memungkinkan subsidi silang antar golongan pelanggan. 

Dengan demikian, tujuan ketersediaan air untuk semua dapat tercapai. 

i. Pencapaian PAM Jaya berdasarkan lndikator Target Teknis 

Perjanjian Ketjasama 

Untuk mengukur ada atau tidaknya peningkatan pelayanan melalui KPS, maka 

sebagai tolak ukur, penulis membandingkan kinexja PAM Jaya sebelum KPS 

dengan parameter standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam RCA. 

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4-3, dari tahun 1993 hingga 1997, di 

DKI Jakarta secara keseluruhan, PAM Jaya berhasil meningkatkan produksi air 

bersih sampai dengan 25%. Namun dengan tingginya NRW, PAM Jaya hanya 

dapat memperoleh pemasukan atas kurang dari setengan volume air yang 
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diproduksi. Bahkan sebagaimana terlihat pada Tabel · di atas, NRW dari tahun 

1993 hingga tahun 1997 tidak menunjukkan adanya perbaikan. Dengan rendahnya 

penerimaan atas air, PAM Jaya kala itu mengalami kesulitan untuk membiayai 

kebutuhan operasionalnya. 

Table 4-4 Pencapaian PAM Jaya pra-KPS (1993-1997) 

1993 298,11 324.433 2.488.491 38 53 158 
1994 323,08 349.849 2.658.852 38 52 168 
1995 317,31 362.618 2.755.897 39 57 165 
1996 308,77 393.746 2.992.606 41 57 176 
1997 382,00 428.764 3.258.606 42 57 191 
Sumber: Ardhianie (2005) dan Azdan (2001) 

3. Gambaran Umum Kinerja PT Palyja 

Sebagaimana ditetapkan dalam RCA, untuk mengukur kinerja PT Palyja 

didasarkan pada pencapaian target yang sudah disepakati bersama. Adapun target-

target tersebut dikelompokkan menjadi taget teknis dan target pelayanan, 

sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini: 

a. Target Teknis PT Palyja 

Target teknis yang ditetapkan untuk PT Palyja meliputi volume air tetjual, 

Non-revenue water (kehilangan air), rasio cakupan layanan, jumlahjiwa terlayani, 

jumlah sambungan dan kapasitas produksi. Tabel berikut menampilkan 

pencapaian dan target PT Palyja. 
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Table 4-5 Pencapaian Target Teknis PT Palyja 

. I 
2002 153,75 312.879 50,00 45,27 126,20 
(th5) 

(targel) 160,83 301.048 45,00 47,72 118,73 
2007 (th 164,41 377.765 56,97 48,94 130,26 

10) 
(target) 145,44 371,987 69,00 35,40 146,93 

2012(th. 171,42 407.459 61,93 38,66 159,81 
15) 

(target) 158,75 424.924 67,00 40,00 147,29 
2013 172,90 404.980 61,00 39,89 158,55 

(target) 158,55 430.678 67,00 38,75 150,23 
2014 179,47 405.715 60,24 40,79 159,08 

(target) 157,75 436.368 70,00 37,50 152,80 
Sumber:berbagai sumber, diolah kembali oleh penulis 

A. Volume Air Terjual 

Volume air terjual merupakan salah satu parameter yang penting, karena 

menentukan besaran penerimaan PT PALYJA dari tagihan atas pemakaian air. 

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, dalam periode lima tahunan pertama, 

kedua, dan ketiga, PT Palyja berhasil memenuhi target yang ditetapkan o1eh PAM 

Jaya, dengan pengecualian pada tahun 2007. 

· B. Jumlah Sambungan 

Catatan pencapaian target teknis · menunjukkan bahwa PT PAL YJA 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah sambungan, namun jumlahnya belum 

dapat memenuhi target yang ditetapkan PAM J aya. Berdasarkan diskusi yang 

dilakukan dengan PT PAL YJA & Astrarel, hal ini berkaitan erat dengan kapasitas 

produksi. Peningkatan jumlah sambungan tanpa didukung oleh produksi air yang 

'I I 
I 
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memadai tidak direkomendasikan karena pelanggan tidak dapat dipaksa untuk 

membayar air yang tidak mengalir. 

C. Kapasitas Produksi 

Tabel 4-2 di atas menunjukkan keberhasilan PT Palyja dalam memenuhi target 

kapasitas produksi yang ditetapkan PAM Jaya. Dengan pencapaian ini, seharusnya · 

target peningkatan jumlah pelanggan dapat terpenuhi kebutuhan aimya. Namun, 

masih tingginya tingkat kehilangan air menyebabkan berkurangnya penerimaan 

dari tagihan air. 

D. Kesimpulan atas Pencapaian Target Teknis 

Dari data pencapaian PT Palyja sebagaimana dijabarkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum PT Palyja berhasil meningkatkan performa 

perusahaan. Namun, apabila dibandingkan dengan target teknis sebagaimana telah 

disepakati dalam RCA, PT Palyja hanya mampu memenuhi 2 dari 5 parameter 

yang ditetapkan. 

Khususnya dalam hal cakupan layanan, RCA hanya menargetkan 70% dari 

seluruh wilayah layanan PT Palyja. Hal ini masih sangat disayangkan karenajauh 

tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar di Asia seperti Kuala Lumpur, 

Seoul dan ShangHai yang telah mencapai cakupan layanan 100% pada tahun 2003 

(ADB, 2013). Bahkan dengan target yang tidak terlalu optimis sekali pun, PT 

Palyja masih belum dapat memenuhinya. Walaupun kondisi ini belum 

memasukkan pertimbangan bahwa masih ada masyarakat di daerah layanan yang 

memilih untuk tidak menggunakan air perpipaan karena memiliki alternative 

sumber air lain seperti sumber air tanah. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pencapaian target teknis, PT 

Palyja masih belum mampu memenuhi Sepenuhnya harapan kerjasama. 

b. Target Standar Pelayanan PT Pa/yja 

Standar pelayanan diukur berdasarkan 3 aspek pelayanan, yaitu aspek 

kuantitas dengan indikator tekanan air >0.75ATM di pengguna, kualitas dengan 

indukator ualitas air minum sesuai PerMenKes 492 tahun 2010 dan kontinuitas 

dengan indikator aliriill air 24 jam di pengguna. 

Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Pelayanan Air Minum tahun 2012, 

realisasi standar pelayanan PT Palyja ditampilkan dalam tabel berikut (Badan 

Regulator DKI Jakarta, 2012): 

f~P~~~4:+k~§~~;1~~ttB.~lR~tiit~nif{~~~~1~1~!~~~~1tlf.i!!~~~~l1i!if[f~tt~~tit*:YA~&~ff~~~P~i®!~~:t'-:~i).~}~·:·:_ 
Kuantitas Tekanan Air>0.75ATM % 62 
Kualitas Kualitas Air Minum % 49,4 
Kontinuitas Aliran air 24Jam % 54,1 
Sumber: Badan Regulator Pelayanan Air Minum Daerah Khusus lbukota Jakarta 

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, pencapaian PT Palyja masih belum 

sesuai harapan. Dalam hal kuantitas, baru 62% dari seluruh daerah terlayani yang 

mendapat tekanan air >0, 75ATM. Dalam hal kualitas air minum yang diterima 

pelanggan, hanya separuh dari total pelanggan yang mendapatkan air dengan 

kualitas air minum sesuai dengan PerMenKes 492 tahun 2010. Sementara dalam 

hal kontinuitas, hanya separuh dari keseluruhan pelanggan yang mendapatkan 

aliran air selama 24 jam. 

Dalam hal penanganan keluhan, PT Palyja sudah memiliki pusat pelayanan 

pelanggan. Pelanggan dapat mengajukan keluhan melalui hotline, secara tertulis, 

melalui pesan singkat SMS dan yahoo messenger, atau dengan mendatangi 
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langsung salah -satu dari 14 kantor pelayanan pelanggan yang disiapkan oleh PT 

Palyja. Berdasarkan catatan, keluhari yang disampaikan umumnya terkait 

perluasan jaringan perpipaan dan atau rehabilitasi, isu-isu pasca kegiatan 

konstruksi seperti man-hole yang hilang, jalan yang tidak diratakan kembali, 

perbaikan kembali jalan, kebocoran, dan lainnya. Berdasarkan laporan tahunan 

ADB tentang Loan: West Jakarta Water Supply Development Project Indonesia 

(ADB, 2013), rata-rata waktu tanggap dan penyelesaian atas keluhan pelanggan 

pada tahun 2013 adalah l hari hingga I minggu tergantung ukuran permasalahan. 

B. lmplementasi Kebijakan Kerjasama Pengusahaan SPAM 

antara PAM Jaya dengan PT Palyja 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalis implementasi kebijakan ketjasama 

pemerintah dengan mitra swasta dalam pengelolaan penyediaan air minum dengan 

berpijak pada teori George Edwards ill yang mengatakan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: komunikasi, sumber 

daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi 

kebijakan ketjasama pemerintah swasta dalam pengusahaan pengelolaan 

penyediaan air minum. Ketjasama antara pemerintah dan swasta melibatkan 

banyak pihak yang masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Pembuat 

kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang kemudian dalam 

pelaksanaannya diwakili oleh PAM Jaya. Keberhasilan ketjasama pemerinta 

swasta sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembuat kebijakan dalam 
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mengkomunikasikan kebijakan itu sendiri, sehingga penafsiran tujuan kebijakan 

sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat kebijakan. 

Sumber daya mernpakan faktor penting dalam implementasi kebijakan 

keijasama pemerintah dan swasta dalam pengusahaan penyediaan air bersih 
, I 

. I 
I 

perkotaan. Adapun jenis-jenis sumberdaya yang dimaksud meliputi sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana, finansial, serta informasi. Tanpa dukungan sumber . · 

daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan beijalan secara efektif 

dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Sumber daya manusia 
I 

. I 
i 

yang memadai baik dalam hal kecupukan jumlah maupun keahlian yang sesuai 

diperlukan. Demikian pula halnya dengan sarana dan prasarana. Dalam hal 

pengusahaan air bersih perkotaan, sumber daya berkaitan erat dengan 

kemutakhiran teknologi yang terns berkembang, sehingga penting untuk 

memastikan kapasitas sumber daya manusia terns dikembangkan agar sejalan 

dengan perkembangan teknologi yang diterapkan. 
I 
II 
. I 
I I 

Faktor selanjutnya yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi 

II kebijakan keijasama pemerintah dan swasta dalam pengusahaan penyediaan air 
I 

bersih adalah disposisi pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan yang 

sejalan dengan sikap pembuat kebijakan turnt memegang andil dalam memastikan 

implementasi kebijakan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh para pembuat 

keputusan. 

Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam kerjasama pemerintah dan 

swasta dalam pengusahaan pelayanan penyediaan air minum ini, maka hubungan 

antar pihak bisa menjadi sangat kompleks. Strnktur birokrasi yang jelas dan 
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sistematis sangat membantu kelancaran komunikasi sehingga implementasi 

kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Khusus pada kerjasama pemerintah dan swasta antara PAM Jaya dan PT 

PAL YJA, kebijakan kerjasama pertama kali dibuat oleh pemerintah pusat, dimana 

dalam pelaksanaannya kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah DKI 

Jakarta dan dalam implementasinya dilaksanakan oleh PAM Jaya, dan PT 

PAL YJA sebagai penyelenggara pelayanan penyediaan air minum untuk daerah 

layanan yang diputuskan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengusahaan 

pengembangan penyediaan sistem air minum akan dibahas lebih lanjut dalam sub­

bah berikut. 

1. Faktor Komunikasi 

Menurut Edwards III, dalam faktor komunikasi terdapat tiga subfaktor yaitu 

transmisi, kejelasan pesan dan konsistensi. 

a. Subfaktor Transmisi 

Kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta dalam hal pengusahaan 

pengembangan penyediaan sistem air minum antara PAM Jaya dan PT Palyja 

dibuat pertama kali pada tahun 1997. Prosesnya sendiri cukup cepat dan tanpa 

didukung oleh kerangka regulasi yang jelas pada saat itu. Bahkan pemilihan mitra 

swasta pada saat itu dilakukan melalui penunjukan langsung. 

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kerjasama ini adalah 

PAM Jaya sebagai pemberi kuasa dan PT Palyja dan PT AETRA sebagai 

implementor. Semen tara pemerintah daerah dan badan regulator melakukan fungsi 
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pengawasan. Sehingga dalam implementasi kerjasama ini komunikasi yang paling 

utania dilakukan antara PAM Jaya dan PT Palyja. 

Dalam bukunya, Edwards III mengatakan bahwa "implementation instruction 

are more likely to be transmitted accurately if a relatively small and cohesive 

group of people is responsible for implementati" (1980, 43). Dimana semakin 

banyak pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka semakin 

banyak pihak yang hams dijangkau oleh komunikasi. Banyaknya pihak yang 

terlibat juga meningkatkan peluang adanya pihak yang terlewat dalam alur 

komunikasi serta peluang terjadinya distorsi atas pesan yang disampaikan. 

Berdasarkan wawancara dengan PAM Jaya, disampaikan bahwa " ... segala hal 

terkait dengan implementasi kerjasama tertuang di dalam RCA. " (basil 

wawancara mendalam dengan lbu Ahda, 18 Oktober 2016, Lampiran B) 

Sementara dalam wawancara dengan PT Palyja dikatakan "Komunikasi 

harian dapat dilakukan secara langsung antara PT Palyja dan PAM Jaya oleh 

staf yang terkait sesuai dengan kebutuhan. " 

Adapun media komunikasi yang digunakan berupa surat, surel, dan pertemuan 

langsung, Berdasarkan basil wawancara oleh penulis, baik PAM Jaya dan PT 

Palyja tidak merasakan adanya kendala yang berarti dalam hal transmisi pesan 

diantara kedua pihak tersebut. 

Selain PAM Jaya dan PT Palyja, juga terdapat pihak-pihak yang terkait 

dengan implementasi perjanjian kerjasama ini meski tidak bertindak sebagai 

implementor, yaitu Badan Regulator PAM, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 
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masyarakat/pelanggan PT Palyja, dan lembaga lain yang terkait diantaranya 

perusahaan utilitas umum. 

Dalam wawancara dengan. DPP Performance Section Head PT Palyja, 

disampaikan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, transmisi pesan yang cukup 

sering dilakukan dengan "pelanggan, khususnya yang rumahnya terdampak 

pekerjaan optimasi, dan juga perusahaan utilitas umum bawah tanah. Selain itu 

juga dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memperoleh 

perijinan kerja pada jalan-jalan tertentu. " 

PAM Jaya, PT Palyja dan Badan Regulator selalu melakukan komunikasi rutin 

dalam rangka melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi kinelja PT Palyja 

baik setiap kuartal, tahun maupun periode 5 tahunan. Adapun hasil laporan 

kinelja ini dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan yang 

diterbitkan oleh PT Palyja untuk diakses oleh publik. Laporan kinelja ini 

mencakup laporan keuangan dan teknis serta program-program kerja PT Palyja. 

Badan Regulator sebagai badan independen dengan fungsi monitoring dan 

evaluasi juga menerbitkan laporan kinelja atas kedua mitra Swasta PAM Jaya 

berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh Badan Regulator. 

Selain komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam perjanjian 

kerjasama, sebagai penyedia layanan publik, penting untuk selalu menjaga 

komunikasi kepada masyarakat luas, baik pelanggan maupun non-pelanggan. Saat 

ini, PT Palyja telah memiliki beberapa opsi dalam melakukan komunikasi dua 

arah dengan masyarakat sebagaimana tersedia dalam situs web PT Palyja. 
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Berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis, disimpulkan bahwa seluruh 

kegiatan transmisi pesan antar pihak-pihak yang terkait dalam implementasi 

ketjasama pelayanan air bersih antara PAM Jaya dan PT Palyja cendertmg 

dilakukan secara langsung. Dalam hal hal penyampaian pesan tidak ditemukan 

adanya birokrasi berlapis. Tujuan dan target yang ditetapkan kepada PT Palyja 

sebagai implementor kebijakanjuga tertuangjelas dalam petjanjian ketjasama dan 
'I 
i I 

I dipahami bersama oleh pihak-pihak terkait Sehingga hal ini sejalan dengan 

pemyataan Edwards III "when communications about implementation are direct, 

they may be transmitted accurately" (1980:43). 

b. Subfaktor Kejelasan Pesan 

Edwards II mengatakan "lack of clarity may lead to substantial unanticipated 

policy change as ambiguities are exploited... ambiguities also provide an 

environment in which implementors can easily misinterpret the true intentions ... " 

(1980:44). Sehingga penting untuk memastikan bahwa pesan yang diterima dan 

dipahami oleh implementor adalah sebagaimana dimaksudkan oleh penyusun 

kebijakan. 

Terkait dengan kejelasan pesan yang disampaikan, baik PAM Jaya dan PT 

Palyja menyepakati bahwa, secara umum, petjanjian kerjasama cukup jelas dalam 

mendeskripsikan segala hal terkait dengan implementasi ketjasama serta tujuan 

dan target yang ditetapkan atas PT Palyja. Dalam perjanjian kerjasama ini telah 

dibentuk Badan Regulator PAM yang bertugas memonitor proses kerjasama 

antara pemerintah dan swasta, dimana salah satu tugasnya adalah menjembatani 

komunikasi antar pemangku kepentingan dalam perjanjian ketjasama termasuk 

i 
:I I 
'I 

kepada pelanggan sebagai penerima pelayanan. 
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c. Subfaktor Konsistensi 

Dalam wawancara dengan bagian Bina Program PAM Jaya, disampaikan 

bahwa "PAM Jaya melakukan rebasing setiap 5 tahun untuk menyetujui kembali 

target-target serta besaran IRR (internal rate of return) yang ditetapkan atas 

mitra swasta" (hasil wawancara mendalam dengan lbu Ahda, 18 Oktober 2016, 

LampiranB) 

Adapun tujuan utama dari rebasing adalah untuk menyesuaikan kembali 

target-target yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan pada 

saat itu dan tren perubahannya serta suku bunga yang mempengaruhi IRR. Bina 

Program PAM Jaya juga mengatakan bahwa "PAM Jaya sudah mengusahakan 

untuk mencapai kesepakatan rebasing dengan PT Palyja untuk periode ke empat 

sejak tahun 2013, dan belum mencapai kesepakatan hingga saat ini, sehingga 

target implementasi kebijakan yang digunakan masih mengacu pada kesepakatan 

rebasing periode sebelumnya" (basil wawancara menda1am dengan lbu Ahda, 18 

Oktober 2016, Lampiran B). 

Proses rebasing tersebut dilakukan dengan cara negosiasi, sehingga masih 

terdapat ruang bagi masing-masing pihak untuk mengalokasikan kepentingannya. 

Dalam bukunya, Edwards III menyebutkan bahwa "when implementors receive 

inconsistent instructions, they will inevitably be unable to meet all the demands 

made upon them. They may be effectively immobilized, or they may choose 

between directives in the basis of what they prefer. "(1980:45) 

Dalam perjalanan kerjasama antani PAM Jaya dengan PT Palyja, yang terjadi 

adalah kurangnya konsistensi sehingga tercipta celah bagi implementor untuk 
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mengarahkan implementasi kebijakan ke arah yang dianggap menguntungkan 

bagi implementor. Dalam hal ini, diantaranya PT Palyja sebagai perusahaan 

swasta memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan finansial. 

Dengan demikian, mengacu pada Struktur Kajian pada Bab 3, maka 

berdasarkan infotmasi dan analisa yang dijabarkan di atas: 

Faktor Sub-Faktor Perihal Penilaian 
Komunikasi Transmisi Pemahaman terhadap pengetahuan Ada 

mengenai kebijakan, serta maksud dan 
tujuannya 

Kejelasan Pemahaman mengenai mekanisme Ada 
Pes an pelaksanaan kebijakan 
Konsistensi Pemahaman mengenai kesepakatan Kurang 

dan target-target pencapaian 

2. Faktor Sumber Daya 

Sumber daya dapat menjadi faktor kritis dalam mengimplementasikan 

kebijakan publik. Dalam bukunya, Edwards III menyebutkan bahwa somber daya 

penting meliputi "staff of suffiecient size and with the proper skills to carry out 

their assignments and the information, authority, and facilities necessary to 

translate proposasls on paper into functioning public service" (1980:53). 

Dalam implementasi kebijakan kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam 

pengusahaan pengelolaan penyediaan air minum perkotaan di DKI Jakarta ini, 

hampir seluruh aset dan sumber daya yang dimiliki oleh PAM Jaya diserahkan 

kepada mitra swasta untuk dikelola. 
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a. Subfaktor Sumber Daya Manusia 

Berkaitan dengan pentingnya subfaktor sumber daya manusia, Edwards III 

mengatakan bahwa "skills as well as numbers are an important characteristic of 

staff for implementation" (1980:79). Sehingga penting bagi suatu organisasi untuk 

memi1iki tenaga ketja dengan keahlian yang sesuai serta dengan jumlah yang 

memadai dalam rangka mencapai tujuannya. 

Dalam melakukan perekrutan tenaga ketja, PT Palyja sebagai pelaksana 

kebijakan tidak sepenuhnya melakukan perekrutan. Sesuai dengan perjanjian 

ketjasama, PT Palyja wajib mensertakan karyawan PAM Jaya yang diperbantukan 

di PT Palyja. "Setiap tahun PAM Jaya terus melakukan penerimaan karyawan 

I , 
I I 

baru untuk diperbantukan di mitra swasta" (basil wawancara mendalam dengan 

lbu Ahda, 18 Oktober 2016, Lampiran B). Hal ini dilakukan untuk dapat terns 

mengimbangi rasio tenaga ketja PT Palyja dan PAM Jaya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bina Program PAM Jaya, pada bulan 

September 2016, jumlah karyawan PAM Jaya yang dipeketjakan di PT Pa1yja 

betjumlah 530 orang, sedangkanjumlah kaxyawan direct PT Palyja betjumlah 685 

orang. Sementara demografi karyawan PAM Jaya dalam menjalankan fungsi 

pengawasan kerjasama dijelaskan dalam tabel berikut: 

Table 4-6 Demografi Karyawan PAM Jaya 

!i~~i1l~$i\tlWi!t~fii~~Ilmli1l'bl:>rr~l!4~;!1'!f!f~1~{til~~rt%\tiii~r~i{~~«i1,~1£~~;;:i:~~ 
Perempuan 76 
Laki-laki 171 

~~,~~Gl~~@gftt~ngtatl{Ktii~~l~r~J~i~i~i~!~~~~:~~Y~~~rl!{Th~~t~?~f~ir~t{4tB~6l:i1i~ 
SD 6 
SMP 12 
SMA 110 
D3 8 

78 

43120.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



\ 

I 

! I 
! I 
I 

I 

·-_;., 

S1 99 
S2 11 
S3 1 

0-5 tahun 17 
6-10 tahun 99 
11-15 tahun 21 
16-20 tahun 22 
21-25 tahun 45 
26-30 tahun 31 
>30 tahun 12 

~~1Q~~~i,~il~l-~~l~iel~llii~l~ifpf~~1!irW&~lt~3}l~~i~\~ltf~-~ 
D 4 

3 2 
2 5 
1 17 

c 4 9 
3 46 
2 38 
1 16 

B 4 22 
" 10 .) 

2 12 
1 31 

A 4 5 
3 
2 
1 

Sumber: PAM Jaya, Januari 2017 

Se1ain memastikan jumlah tenaga keija yang memadai, PT Palyja, 

sebagaimana disebutkan dalam laporan tahunannya, (PALYJA, 2015) juga 

berkomitmen untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia berbasis 

kompetensi secara kontinu dan terintergritas baik secara internal maupun 

ekstemaL Juga dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, PT Palyja 

juga telah merumuskan pedoman Human Capital Management yang secara 

komprehensif membahas strategi dan prinsip dasar pengembangan sum her daya 

manusia. 
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DPP Performance Section Head dari PT Palyja menyampaikan bahwa "untuk 

meningkatkan kapasitas, PT Palyja secara rutin mengadakan training sesuai 

bidang kerjanya, ... training diberikan untuk seluruh karyawan baik direct atau 

pun seconded. ". 

Lebih jelas lagi mengenai pelatihan yang disediakan oleh PT PAL YJA bagi 

karyawannya, terdapat empatjenis bidang pelatihan, yaitu: 

(I) Pelatihan wajib: induction program, EHS induction, Supervisor 

Development Program, dan Junior Manager Development Program. 

(2) Pelatihan manajemen: pelatihan pengembangan kemampuan interpersobal, 

pelatihan motivasi dan kepemimpinan, pelatihan komunikasi, kemampuan 

dasar petugas keamanan, pelatihan ahli pengadaan barang dan jasa, dan 

lainnya. 

(3) Pelatihan fungsional yang meliputi pelatihan desain pompa, pengoperasian 

pompa, pelayanan pelanggan, pelatihan karyawan proses inti dan 

pendukung, critical analysis maintenance, dan lainnya. 

(4) Pelatihan keselamatan dan kesehatan kelja yang meliputi keselamatan 

dalam berkendara kendaraan pribadi, keselamatan dalam berkendaraan 

umum, bekerja dalam ruang terbatas, pertolongan pertama pada 

kecelakaan, water rescue, tanggap darurat dan evakuasi dalam bencana, 

dan lainnya. 

b. Subfaktor lnformasi 

Dalam pembahasan subfaktor informasi, Edwards III (1980:63) menjelaskan 

bahwa subfaktor informasi terdiri dari dua bentuk, yaitu: 
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(1) Informasi mengenai tata .cara implementasi kebijakan, dan 

(2) Informasi mengenai payung hukum dan regulasi yang harus ditaati 

Tata cara implementasi kebijakan ketjasama ini di atur dalam petjanjian 

keijasama (RCA), sebagaimana disampaikan oleh Bina Program PAM Jaya 

bahwa " ... segala hal terkait dengan implementasi kerjasama tertuang di dalam . 

RCA." (hasil wawancara mendalam dengan lbu Ahda, 18 Oktober 2016, 

Lampiran B). 

Terkait dengan tata cara implementasi, dalam rangka mencapai praktek 

manajemen keija yang efisien dan berfokus pada tujuan perusahaan, PT Palyja 

juga telah mengadopsi berbagai penerapan ISO. Berbagai sertifikasi ISO yang 

telah diperoleh PT Palyja sejak tahun 2005 adalah sebagai berikut: 

Table 4-7 Sertifikasi PT Palyja terkait tata cara kegiatan operasional 

2010 

2010 

Up-grading dari 
ISO 900 I :2000 
menjadi ISO 
9001:2008 
OHSAS 
18001:2007 

Keterangan 
Laboratory Management System Application 
for Central Laboratory and Support Processes 
Quality Management System Application di 
IP A Cilandak dan Support Processes 
Quality Management System Application for 
Production WTP and Transmission and 
Support Processes 
Quality Management System Application 
untuk Produksi, Transmisi dan Support 
Processes di UPP Utama, UPP Barat, UPP 
Pusat, UPP Selatan Human Capital 
Development & Services, Procurement, IS 
Technical Support, Production, Construction. 
proses IPA dan transmisi ke UPPU, UPPP, 
UPPS dan UPPB 

Proses IPA dan Pompa Booster, Transmisi dan 
Pengujian Air di UPP, termasuk IS 
Support, Procurement, Human Capital 
Services, Human Capital Development, Design 
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No Tahun 

2010 

I 
I : 

I I 2011 
I 

i I 2011 
I I 

2011 
2011 

2016 

2016 

2016 

2016 

o I 

I 

Sertifikasi 

Re-akreditasi 
180/IEC 
17025:2005 
Re-sertifikasi ISO 
9001:2008 
Re-akreditasi ISO 
170:2005 dari 
KAN 
ISO 900 I :2008 
Surveilance 
Certification 
OHSAN 
18001:2007 

Re-sertifikasi ISO 
9001:2008 
Surveilance 
Certification ISO 
9001:2008 
Re-sertifikasi ISO 
9001:2008 

Re-sertifikasi 
OHSAN 
18001:2007 

Keterangan 
and Construction for Production & 
Transmission Project, dan Maintenance 
Analisa Mikrobiologi dan Analisa Fisik-Kimia 

IPA dan sistem transmisi ke UPP 

Proses Analisa Mikrobiologi dan Kimia-Fisika 

Proses IPA dan distribusi ke UPP 
Proses IPA dan Booster Pump, Transmisi dan 
Pengujian Air di UPP, termasuk support 
processes IS Technical Support, Procurement, 
Human Capital Services, Human Capital 
Development, Design and Construction pada 
proyek PProduksi dan Transmisi, dan Proses 
Maintenance. 
Pembacaan Meter Pelanggan Standar 

Penanganan Keluhan Pelanggan di Customer 
Care termasuk Support Process 

Production Water Treatment Plant (including 
Taman Kota Water Treatment Plant), and 
Booster Pump Processes, Water Transmission 
and Distribution Processes to UPP 
Utama,UPP Pusat,UPP Barat and UPP 
Selatan including Support Processes, i.e. Leak 
Detection & Repair,Non Revenue Water 
(including Permanent Area Study, Commercial 
Losses and Metering, Physical Losses and 
Reporting), Information System Infrastructure, 
Procurement, Human Capital Services, People 
Development & Learning Center, 
Organizational Development, Production 
Engineering, Water Resource Development 
and . Process Optimization,Maintenance 
(Mechanical,Electrical, and Instruments 
Equipment for Production facilities 
and Transmission Network 
Instruments),Microbiology, Physical and 
Chemical Water Sampling, Analysis and 
Reporting 
Production Processes (Water Treatment Plant 
and Bo.oster Pump Process), Water 
Transmission Services and Testing for Water 
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No Tahun Sertifikasi 

20 16 Survei1ance 
Certification ISO 
9001:2008 

2016 ISO 9001:2008 
Somber: PT Palyja, 2016 

Keterangan 
to "Unit Pelayanan PALYJA (UPP's)" 
conducted by PALYJA, including Support 
processes i.e. Information System, Technical 
Support, Procurement, Human Capital 
Services, Human Capital Development, Design 
and Construction for Production & 
Transmission Project, and Maintenance 
Processes (Mechanical, Electrical . and 
Instruments equipments for Production 
facilities and ·Transmission network . 
instruments) 
proV1swn service of water supply for 
Government institution, ABRI (Indonesia 
Military), Commercial and Embassy, with core 
processes are New Connection, Meter 
Reading, Customer Study, Meter Replacement 
and Strainer Maintenance/ Cleaning, Billing 
and collection and Customer Complaint 
Handling), including Support Processes: 
Procurement Dept, Human Capital Services 
(HCS), People Development & Learning 
Center (PDLC), Organization Development 
(OD), Customer Services Improvement, GIS, 
IS Infrastructure, UP P Selatan Customer 
Services, UPP Barat Customer Services, UPP 
Pusat Customer Services, Commercial Looses 
& Metering and Billing & Collection", 
Distribution Network, Transmission Network 
and Technical Study 
Logistik 

Segala kegiatan penyediaan air minum yang diselenggarakan oleh PT Palyja 

juga tunduk kepada peraturan yang berlaku, diantaranya peraturan mengenai 

kualitas air yang didistribusikan, tarifyang diterapkan, dan lainnya. 

Regulasi yang mengatur mengenai kegiatan PT Palyja tersebut penting 

terutama untuk memastikan bahwa PT Palyja sebagai penyedia layanan publik 

tetap memenuhi kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian 

kerjasama. Lanti et.al berpendapat bahwa regulasi yang memadai sangat penting 
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dalam implementasi kebijakan ketjasama, dimana regulasi tersebut harus dapat 

mengakomodiasi perkembangan ekonnomi, sosial, dan institusi yang ada secara 

realistis. Regulasi yang tepat juga hendaknya dapat memicu iklim berbasis kinetja 

. dan mencegah adanya keuntungan suatu pihak secara berlebihan. 

c. Subfaktor Otoritas . 

Dalam bukunya, Edwards III mengatakan bahwa '.'authority exists in many 

forms, from giving aid to constraining behavior" (I 980:80). 

Melalui wawancara dengan Bina Program PAM Jaya, disampaikan bahwa 

PAM Jaya tidak secara khusus Iilemberikan pendampingan teknis karena PT 

Palyja dianggap memiliki keahlian teknis dan manajemen yang baik. Sehingga 

''pendampingan biasanya diberikan hanya pada saat sosialisasi ke masyarakat, 

itu pun terbatas menghadiri dan biasanya tidak ikut dalam penyusunan 

kegiatannya, " (hasil wawancara mendalam dengan lbu Ahda, I 8 Oktober 20 I 6, 

LampiranB) 

Dalam contoh lain, Bina Program PAM Jaya menjelaskan bahwa PAM Jaya 

memberikan dukungan dalam hal permohonan ijin kepada instansi terkait seperti 

Dinas Peketjaan Umum untuk melakukan peketjaan perpipaan dijalan umum. 

Selain dalam bentuk dukungan, otoritas PAM Jaya juga ditunjukkan dengan 

adanya sanksi yang dikenakan kepada PT Palyja apabila terjadi kegagalan dalam 

memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

PAM Jaya, sampai dengan tahun 2008, target yang ditetapkan dianggap tidak 

realistis sehingga sulit untuk dicapai. Maka target diturunkan menjadi angka yang 

lebih realistis, tetapi dit~bahkan penalti dalam amandemen petjanjian kerjasama. 
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Pada dasamya, PAM Jaya memiliki otoritas yang cukup besartermasuk dalam 

mengawasi seluruh aspek implementasi keljasama. Ditambah dengan adanya 

sanksi yang dikanakan oleh PAM Jaya kepada mitra swastanya memberikan PAM 

Jaya bargaining position yang baik dalam peljanjian keljasama ini. 

Namun disisi lain, PAM Jayajuga temyata masih memperoleh kerugian akibat 

hutang PAM Jaya atas imbalan air kepada mitra swasta. Dalam wawancara 

dengan PAM Jaya, "imbalan air adalah hak mitra swasta atas jasanya, namun 

imbalan air masih lebih besar dari rata-rata tariff yang dikenakan kepada 

masyarakat ... " sehingga teljadi selisih antara tarif dengan imbalan atau yang 

disebut dengan shortfall. PAM Jaya sebagai BUMD harus tunduk kepada 

Pemerintah Propinsi DKI terutama dalam hal penetapan tariff yang diatur dalam 

Peraturan Gubemur DKI Jakarta No.ll Tahun 2007. 

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa meskipun PAM Jaya memiliki 

bargaining position dalam hal pengawasan, PAM Jaya juga tetap menjadi pihak 

yang paling dirugikan khususnya secara finansial. 

d. Subfaktor Fasilitas 

Faktor fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

implementasi kebijakan kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengusahaan 

pengelolaan penyediaan air minum.Dalam perjanjian keljasama ini, seluruh sarana 

dan prasarana di wilayah barat Jakarta, diserahkan kepada PT Palyja untuk 

dikelola selama periode perjanjian kerjasama. Keadaan sarana dan prasarana yang 

dikelola oleh mitra swasta sangat mempengaruhi pencapaian tujuan kerjasama 

yaitu diantaranya efisiensi produksi dan peningkatan kualitas pelayanan. 
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Infrastruktur yang dikelola oleh PT Palyja adalah berupa rangkaian fasilitas dan 

infrastruktur produksi dan distribusi sebagai berikut (PALYJA): 

A. Sumber Air PT Palyja 

Seba.gai penyedia jasa penyediaan air minum, tersedianya sumber air baku 

yang memadai sangatlah penting. Dengan mempertimbangkaan keterbatasan . 

penggunaan air tanah dan kualitas air permukaan yang sangat buruk di DKI 

Jakarta, maka untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum, PT Palyja 

menggunakan air baku dari berbagai sumber. Menurut Laporan Tahunan PT 

Palyja tahun 2015, sumber-sumber air baku yang digunakan oleh PT Palyja 

adalah sebagai berikut (2015:40): 

(1) 62,5% air curah dari Jatiluhur 

Air baku yang dialirkan dari Bendungan Jatiluhur mengalir melalui Kanal 

Tarum Barat yang dioperasikan oleh PJT II. Pada tahun 2014, PJT II telah 

membangun Siphon Bekasi untuk menghindari tetjadinya kontaminasi air 

baku oleh air dari Kali Bekasi. Untuk menjaga kualitas air baku sampai 

dengan di instalasi pengolahan PT Palyja, PJT II memasang online 

analyzer di Stasiun Pompa Cawang. 

Juga berdasarkan Laporan Tahunan PT Palyja, volume air yang dialirkan 

oleh PJT II masih kurang dari yang ditargetkan sehingga juga berdampak 

pada volume air yang diproduksi oleh PT Palyja. Beberapa gangguan yang 

menyebabkan kurangnya pasokan air baku diantaranya (i) banyaknya 

sampah yang menumpuk di Siphon Bekasi dan (ii) apabila terjadi bajir di 

Bendung Bekasi, pintu air Bekasi hams dibuka dan air langsung dialirkan 

ke laut. 
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: I Gambar 4-2 Siphon Bekasi 

(2) 4% air curah dari Sungai Krukut 

Kali Krukut merupakan sumber air baku untuk IP A Cilandak milik PT 

PalY.ia. Namun, karena kualitasnya airnya sangat buruk maka hanya 

digunakan untuk memenuhi kekurangan sumber air baku. 

(3) 1,7% air curah dari Cengkareng Drain 

Air baku pada Cengkareng Drain berasal dari Kali Pesanggrahan dan 

merupakan sumber pasokan air baku untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

Taman Kota milik PT Palyja. Namun karena Cengkareng Drain sering 

mengalami intrusi air laut, maka menambah beban pada unit pengolahan. 

Bahkan IP A Taman Kota sempat tidak beroperasi dari tahun 2007 hingga 

2011. 

( 4) 31% air olahan dari IPA Serpong dan 0,8% air olahan dari IP A Cikokol 

Dari kedua IPA yang berada di wilayah Tangerang ini, PT Palyja membeli 

air bersih secara curah untuk memenuhi kebutuhan air minum di daerah 

pelayanannya. 
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B. Fasilitas Produksi!IP A 

PT Palyja bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan sejumlah 

instalasi pengo laban air sebagai berikut. 

(1) Instalasi Pengambilan Air Baku Kanal Banj ir Barat 

(2) Instalasi Pengolahan Air Pejompongan 1, dengan kapasitas produksi 2000 

1/dtk 

(3) Instalasi Pengolahan Air Pejompongan 2, dengan kapasitaS produksi 3600 

1/dtk 

(4) Iustalasi Pengolahan Air Cilandak, dengan kapasitas produksi 400 1/dtk 

(5) Instalasi Pengolahan Air Taman Kota, dengan kapasitas produksi 150 1/dtk 

lf~ IPA l PejomponrFJn 
If' (2,000 1111) 

(2) IPA 2 Peiorr»cngan 
., (3,600 • ..., 

;3·· IPA Cila-~ 
"¥ (.COO 111"1 

@; IPA Ta,..nl<oto 
.,. 050 ... ) 

@. 0· tlrlbf1110n C ('l'tlrdl 

Y Resero;oir (DC/?) 4 
(2,00011S) 

® Di s:ribut,on Cencrdl 
"f/R~ir(DC11); 

(1,000 lpo) 

1W1 CUWIIIIG 
~,..., 

~ Waduk Jatlluhur 62.591. 

~ IPA Sorpong 31'10 

~ Clkokol 0.119(. 

~ Cengkarung drain 1.7'10 

<jl Kall Krukut 491. 

~ UPP Barat • UPP Pusat UPP Selatan 

Gambar 4-3 Sistim Produksi PT Palyja 

Somber: Laporan Tahunan PT Palyja Tahun 2015 

Adapun proses pengolahan air bersih di setiap instalasi tidak sama, melainkan 

disesuaikan dengan karakteristik air baku serta ketersediaan laban untuk 
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pengolahan di masing-masing tempat. Gambar-gambar berikut menjelaskan · 

mengenai tahapan pengo laban air baku. 

:~o:~·~--··' • .. 
'i ·._ •.••..... · ~ 

. .--.•: '. . • 
--. 

. '· 

Resotvofr 

Gambar 4-4 Sistim Pengo laban Air Baku di IP A Pejompongan 1, 2 dan IPA 
Cilandak 

Somber: PT Palyja, 2016 

. . t 
"--- ·- -···---~·-l 

Air Baku 

Reservoir Blocun 

Gambar 4-5 Sistim Pengolahan Air Baku di Taman Kota 

Somber: PT Palyja, 2016 

C. Fasilitas Distribusi 

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Palyja Tahun 2015, PT Palyja 

memiliki sekitar 5.435km pipa distribusi yang terdiri dari 433km pipa primer, 
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dan 5.002km pipa distribusi. Hal ini berarti sejak tahun 1998 hingga 2015, PT 

Palyja telah melakukan penambahan jaringan sepanjang l.OOOkm dan 

rehabilitasijaringan sebanyak 1.060km. 

Dalam pengelolaan jaringan distribusi, PT Palyja membagi wilayah 

pelayanannya menjadi beberapa. Permanent Area, dimana masing-masing 

Permanent Area dilengkapi alat pengukur tekanan dan data dikirim secara . 

online ke Pusat Data DMCC. 

D. Gardu Pompa 

E. Organisasi Sentral (DMCC) 

Suatu sistem terpusat dalam memonitor aliran dan tekanan air dari 

fasilitas produksi sampai ke jaringan pipa primer. Sehingga gangguan dapat 

terdeteksi dengan segera. DMCC pertama kali diimplementasikan pada tahun 

2006 dengan tujuan: 

( 1) Memonitor kualitas dan kuantitas distribusi air selama 24 jam 

(2) Menerima, memproses, mendistribusikan informasi yang berkaitan 

dengan gangguan distribusi 

(3) Membuat laporan produksi dan distribusi air 

Selain mengelola seluruh rangkaian infrastruktur yang telah disebutkan di 

atas, PT Palyjajuga bertanggungjawab dalam melakukan perbaikan, peningkatan 

kualitas dan kapasitas1 serta pemutakhiran teknologi dalam rangka memenuhi 

target-target teknis dan standar pelayanan yang telah disepakati dalam kontrak 

kerjasama. 

Namun demikian, PT Palyja juga mengalami kendala dalam meningkatkan 

kapasitas produksinya, di antaranya terbatasnya suplai air baku untuk diolah 
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menjadi air minum. Terlebih lagi PT Palyja tidak memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengaturan secara langsung karena peijanjian dengan penyedia air 

baku, yaitu PJT II dilakukan oleh PAM Jaya. Sehingga, PT Palyja berupaya 

dengan melakukan inovasi teknologi dalam rangka meningkatkan kapasitas 

produksi. 

Sebagaimana dilaporkan dalam laporan tahunan PT Palyja tahun 2015, 

(PALYJA, 2015), 

"Palyja menggunakan inovasi teknologi pertama di Asia Tenggara, yaitu 

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), yaitu teknologi dengan menggunakan 

medium-medium kecil yan bernama Meteor. ... ... ... Penerapan teknologi ini 

I' 

II 
! I 

mampu meningkatkan pasokan air kepada 150.000 lagi warga Jakarta. lni 

merypakan langkah awal mencapai 95% cakupan layanan pada tahun 2020. " 

Secara keselmuhan, PT Palyja telah memiliki fasilitas yang memadai untuk 

menjalankan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan air minum untuk seluruh 

penduduk di wilayah pelayanannya. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas produksi dan distribusi 

secara terus menerus. 

Dalam buku Implementing Public Policy, Edwards III juga menambahkan 

bahwa selain daripada sarana dan prasarana seperti bangunan, peralatan, 

perlengkapan, lahan dan lainnya, "budgetary limitations, intricate procurement 

regulations, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This 

in turns limits the quality of the service that implementors can provide to the 

public" (1980:82). 
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Menurut PT Palyja, khusus di DKI Jaka1ta, sumber dana investasi baru berasal 

dari tarif. Sementara menurut Corporate Communication and Social 

Responsibility Division Head PT Palyja, tanpa adanya kenaikan tariff, investasi 

yang bisa dilakukan oleh perusahaan menjadi sangat terbatas. Adapun kenaikan 

tarif ini merupakan keputusan DPRD, yang memiliki pertimbangan tersendiri 

sebelum menyetujui kenaikan tariff inL Sehingga, sampai dengan diperoleh 

kesepakatan mengenai kenaikan tariff, hal ini dapat berakibat pada keterbatasan 

PT Palyja dalam menyediakan pelayanan penyediaan air minum kepada 

i : 
masyarakat. 

Dengan demikian, mengacu pada Struktur kajian pada Bah 3, maka 

berdasarkan informasi dan analisa yang dijabarkan di atas: 

Faktor Sub-Faktor Perihal Penilaian 
Sumber Sumber Kualitas Ada 
day a Day a Kuantitas 

Manusia 

Informasi Metode pelaksanaan kebijaka Ada 

Otoritas Kewenangan yang memadai TidakAda 

Fasilitas Kelengkapan sarana-prasarana Ada 

3. Faktor Disposisi 

Dalam buku Implementing Public Policy, Edwards III menyebutkan bahwa "if 

implementors are well-disposed toward a particular policy, they are more likely 

to carry it out as the original decision makers intended. But when implementors 

' 
attitudes or perspectives differ from the decisionmakers ', the process of 

:I 
': implementing a policy becomes irifinitely more complicated" (1980:89). 
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Dalam perjanjian kerjasama penyediaan air minum antara PAM Jaya dan PT 

Palyja, jelas bahwa kedua pihak memillki kepentingan yang berbeda. PAM Jaya 

sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki kepentingan utama tnemenuhi 

pelayanan publik, sementara PT Palyja sebagai perusahaan swasta jelas memiliki 

kepentingan untuk memperoleh keuntungan finansial dari usahanya. 

a. Subfaktor Efek Disposisi 

Dalam wawancara dengan Bina Program PAM Jaya, diperoleh informasi 

bahwa "PAM Jaya sudah mengusahakan untuk mencapai kesepakatan rebasing 

dengan PT Palyja untuk peri ode ke empat sejak tahun 2013, dan be/urn mencapai 

kesepakatan hingga saat ini, ... " (basil wawancara mendalam dengan lbu Ahda, 

18 Oktober 2016, Lampiran B), selanjutnya juga disampaikan bahwa alasan 

tertundanya proses rebasing ini adalah karena "sebagai perusahaan swasta, PT 

Palyja sudah tentu mengharapkan keuntungan sementara PAM Jaya 

mengutamakan pelayanan publik, sehingga PT Palyja mengharapkan acuan suku 

bunga yang lebih tinggi, dan ini tidak bisa disetujui oleh PAM Jaya. " 

Sebagai konsekuensi dari penundaan rebasing ini, PAM Jaya menahan 

sejumlah penerimaan dari pelanggan yang disimpan dari pelanggan dalam suatu 

rekening bersama yang disebut dengan escrow account. Akibatnya, dikatakan oleh 

PT Palyja, operator mengalami kesulitan untuk melakukan investasi dalam 

perbaikan pelayanan air minum di DKI Jakarta. 

Namun dengan keterbatasan investasi tersebut di atas, PT Palyja juga terns 

melakukan upaya peningkatan pelayanan agar dapat memenuhi target-target yang 

ditetapkan dalam petjanjian kerjasama. Hal ini terbukti dengan adanya 
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peningkatan kapasitas dan rehabilitasi unit-unit produksi dan distribusi secara 

terns menerus. 

b. Subfaktor lnsentif 

Edwards III berpendapat bahwa "Another potential technique to deal with the 

problem of implementors' disposition is to alter the dispositions of existing 

implementors through the manipulation of incentives. " ( 1980:1 07) 

Melalui wawancara dengan Bina Program PAM Jaya, disampaikan bahwa 

dalam perjanjian kerjasama ini, "tidak terdapat insentif bagi mitra swasta, namun 

terdapat penalty jika gaga! memenuhi target yang ditetapkan. " (basil wawancara 

mendalam dengan lbu Ahda, 18 Oktober 2016, Lampiran B). 

Dengan demikian, mengacu pada Struktur Kajian pada Bah 3, maka 

berdasarkan informasi dan analisa yang dijabarkan di atas: 

Faktor Sub-Faktor Perihal Penilaian 
Disposisi Efek Kesediaan untuk melaksanakan Ada 

Disposisi kebijakan 
Insentif. Komitmen untuk melaksanakan Ada 

4. Faktor Birokrasi 

Menurut Goerge C Edwards III, (Winamo, 2002) terdapat dua karakteristik 

utama dari birokrasi yaitu Standard Operational Procedure (SOP) dan 

fragmentasi. 
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a. Subfaktor SOP 

Berdasarkan wawancara dengan PAM Jaya, disampaikan bahwa " ... segala hal 

terkait dengan implementasi kerjasama tertuang di dalam RCA. " .(basil 

wawancara mendalam dengan lbu Ahda, 18 Oktober 2016, Lampiran B) 

Perjanjian kerjasama juga mengatur mengenai pembagian tugas dan tanggung 

jawab antara PAM Jaya dan PT Palyja sebagai berikut: 

(1) Tugas PAM Jaya meliputi: 

a. Melakukan monitoring atas target teknis dan standar pelayanan 

yang disepakati dalam RCA 

b. Melakukan evaluasi atas studi-studi kelayakan dan melakukan 

pendampingan pada tahapan kerja selanjutnya 

c. Melakukan monitoring finansial 

d. Melaksanakan monitoring operasional dan pemeliharaan (0/M) 

e. Mengkaji dan mengusulkan penyesuaian tariff 

f. Memastika ketersediaan air baku dan air curah 

g. Penertiban sumur dalam 

(2) Tugas PT Palyja meliputi: 

a. Memenuhi target teknis dan standar pelayanan yang disepakati 

b. Menyiapkan rencana investasi 5 tahun 

c. Mendanai kebutuhan investasi dan operasional 

d. Implementasi perjanjian kerjasama 

e. Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan 

f. Menyediakan infmmasi bagi komite penetapan tarif 
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Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, PT Palyja juga 

memiliki SOP yang digunakan dalam kegiatan operasional hariannya. SOP 

terse but disusun berdasarkan hirarki struktur or.ganisasi di PT PAL YJA, mulai 

dari level direktorat, level divisi, level departemen, hingga level seksi. Terkait 

dengan struktur birokrasi PT PAL YJA akan dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT PAL YJA, saat ini terdapat 348 

dokumen SOP secara keseluruhan. Sebagai contoh, di dalam Departemen 

Pelayanan Pelanggan, terdapat tiga dokumen SOP, yaitu: 

(1) Prosedur surat keluar 

(2) Penanganan Keluhan Pelanggan 

(3) Distribusi Air Bersih dengan Menggunakan Truk Air 

Adapun contoh dari dokumen SOP Departemen Pelayanan Pelanggan PT 

Palyja ditampilkan pada Gambar berikut: 

Gambar 4-6 Contoh SOP PT Palyja 

:! ~~!5!~~~!-~~~~JleP..~~~!l_t~--~-~~- _ 
c~ntain~rs . ·· •· ·- - - - --:' Foldeciir:il~---- .... -- ........... ~ . ...:. . . ~ •.- .... -· .... ~ .... ;...:.,.. 

- PLJ/CRA/SOP-006 Procedur Of Short (OtZ) 
Message Outbond 

- PLJICRAJSOP-017 Customer Complaint (OIZ) 

Handling 

- PLJ/CRAISOP-020 Clean Water Delivery (OtZ) 
Through Water Trucks 

Sumber: PT Palyja, 2016 

, I 
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b. Subfaktor Fragmentasi 

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan 

kebijakan adalah fragmentasi. George C Edward III menjelaskan fragmentasi 

sebagai penyebaran tanggung jawab atas implementasi kebijakan kepada beberapa 

badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi (1980:134). Pada 

umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan · dalam implementasi 

kebijakan, semakin kecil peluang keberhasilan implementasi kebijakan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam konteks yang lebih luas, 

terdapat banyak pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan kerjasama 

pemerintah dan swasta antara PAM Jaya dan PT Palyja, diantaranya PJT II 

sebagai penyedia utama air baku, PDAM Tirta Kerta Rahruja sebagai perusahaan 

pendukung penyedia air curah, pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat 

sebagai penerima layanan. Puncak koordinasi dan pertanggung jawaban layanan 

dalam hal ini terbagi dua, yaitu kepada PAM Jaya, sebagai pihak pertama dalam 

perjanjian ketjasama dan kepada pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta sebagai 

pengambil keputusan (tariff, sumber pendanaan, regulasi, dan lainnya). Hubungan 

antar berbagai pemangku kepentingan terkait dengan Sistem Penyediaan Air 

Minum DKI Jakarta diilustrasikan pada gambar berikut. 
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Gambar 4-7 Hubungan Institusional dalam KPS an tara PAM Jaya dengan PT 
Palyja 

Dalam petjanjian ketjasama ini, struktur birokrasi mengalami satu kali perubahan 

pada tahun 2001, yaitu dengan penambahan Badan Regulator sebagai badan 

independen yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan dan kinetja 

kontrak, serta bertugas dalam melakukan mediasi atas selisih paham yang 

mungkin tetjadi dalam periode kontrak ketjasama. Badan Regulator dituntut untuk 

beketja secara transparan dan akuntabel baik dalam mengkaji kinetja, keluhan 

pelanggan, kondisi lingkungan dan menetapkan rekomendasi penentuan tarif. 

Adapun hubungan institusional dalam Petjanjian Ketjasama DKI Jakarta adalah 

sebagaimana diilustrasikan pada berikut ini. 
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Gambar 4-8 Hubungan Institusional dalam KPS an tara PAM Jaya dengan PT 
Palyja 

Pada umumnya, Badan Regulator yang merupakan badan regulator 

independen dibentuk sebelum peijanjian keijasama ditandatangani. Badan 

Regulator juga perlu menjada independensinya dalam periode implementasi 

kebijakan keijasama pemerintah dan swasta dalam pengusahaan pengelolaan 

penyediaan air minum. Dalam hal apapun, Badan Regulator bukan merupakan 

perpanjangan tangan dari Gubemur dan atau DPRD DKI Jakarta dan tidak 

memihak kepada pemangku kepentingan dalam peijanjian keijasama. 

Namun, sebagaimana telah dijelaskan pada bah sebelumnya, dalam kasus 

Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta baru dibentuk dan ditetapkan 

pada tahun 2001 berdasarkan Pasal51 Restrated Cooperation Agreement (RCA). 
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"The Parties agree that regulaor body (Supervisory Body) to be established 

by Governor of DKI Jakarta shall have function and authority as regulated on the 

Letter of Decree of Governor of DKI Jakarta Province written on Attachment 

20 ... " 

Sehingga, meskipun Badan Regulator memiliki banyak peran, Badan 

Regulator juga memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: 

(1) Badan Regulator tidak memiliki kekuatan hukum untuk merubah I 0 

indikator performa yang tertera dalam kontrak. 

(2) Meskipun Badan Regulator bertugas dalam menyelesaikan konflik antara 

pemangku kepentingan · dalam perjanjian kerjasama, mekanisme 

penyelesaian konflik tidak ditetapkan. 

(3) Persetujuan mengenai tarifftetap dipegang oleh Gubemur DKI. 

Dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan 

peran dan fungsi para pemangku kepentingan dalam perjanjian kerjasama ini, 

selayaknya Badan Regulator memiliki pijakan yang kuat. Selain itu kegiatan 

monitoring dan evaluasi ini perlu dilakukan secara konsisten dan berkala sehingga 

tujuan spesifik kerjasama yang terukur dapat tercapai. 

Sedangkan struktur organisasi PT PALYJA dijelaskan dalam gambar berikut. 
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Pembagian tanggung jawab di dalam PT Palyja sendiri juga dirasakan kurang 

oleh PAM Jaya. Dalam wawancara dengan PAM Jaya, disampaikan bahwa: 

"dalam setiap diskusi mengenai beberapa hal, staf yang ditunjuk oleh PT Palyja 

tidak dapat segera mengambil keputusan untuk mewakili perusahaan, Seringkali 

staf tersebut harus. kern bali ke top management sebelum keputusan tersebut 

dikeluarkan. Hal ini mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih . 

panjang dan lama. " 

PAM Jaya membandingkan kondisi ini dengan mitra swasta lainnya, yaitu PT 

AETRA dimana menurut PAM Jaya "staf PT AETRA yang ditunjuk dapat 

mengambil keputusan sesuai kapasitasnya atas nama perusahaan. " 

Ketika ditanya mengenai solusi negosiasi yang berlalurat-larut, Bina Program 

PAM Jaya menjelaskan bahwa: "biasanya negosiasi dikembalikan ke top 

management antara PT Palyja dan PAM Jaya, dan staf hanya menjalankan 

keputusan manajemen. " 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengambilan keputusan di PT 

Palyja masih didominasi oleh top management Sementara middle management 

hanya bertindak sebagai pelaksana. 

Dengan demikian, mengacu pada Struktur Kajian pada Bab 3, maka 

berdasarkan informasi dan analisa yang dijabarkan di atas: 

Faktor 
Birokrasi 

Sub-Faktor Perihal 
SOP Adanya tata aliran yangjelas dalam 

pelaksanaan program 

Kepatuhan terhadap pelaksanaan 

program 

Fragmentasi Koordinasi antar pihak yang terlibat 

Penilaian 
Ada 

Kurang 
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5. Hubungan antar Faktor 

Selain dari pengaruh langsung faktor-faktor tersebut di atas terhadap 

implementasi kebijakan, juga terdapat pengarung tidak langsung dari satu faktor 

terhadap faktor lainnya. Sebagai contoh faktor komunikasi dapat mempengaruhi 

faktor sumber daya, disposisi dan birokrasi. Dari penjabaran pada sub-bah di atas 

mengkonfirmasi teori Edwards III mengenai saling keterkaitan fa1..1:or-faktor 

dalam implementasi kebijakan yang digambarkan dalam Gambar berikut. . 

Gambar 4-10 Model lmplementasi Kebijakan Publik menurut George C 
Edward III (1980:148) 

Lebih lanjut lagi,terlihat bahwa subfaktor juga saling mempengaruhi subfaktor 

lainnya. Sebagai contoh, dalam subfaktor fragmentasi dimana pejabat yang 

ditunjuk oleh PT Palyja tidak memiliki wewenang cukup untuk mengambil 

keputusan dalam negosiasi juga mempengaruhi subfaktor konsistensi dimana 

kesepakatan mengenai re-balancing menjadi berlarut-larut. 
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Contoh lain terkait keterkaitan antar subfaktor adalah pengaruh subfaktor 

otoritas terhadap faktor disposisi, dimana PT Palyja sebagai pelaksana kebijakan 

selayaknya melaksanakan program kebijakan, tetapi dalam kerjasama ini PT 

Palyja memiliki bargaining position dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Maka, · berdasarkan penjabaran di atas, penulis berusaha menurunkan 

hubungan antar sub-faktor dalam implementasi kerjasama ini sebagai berikut. 

Komunikasi 

SDM 

SOP Fasilitas 

Otoritas 

Fragmentasi 

Informasi 

Disposisi · 

Gambar 4-11 Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Kerjasama antara 
PAM Jaya dengan PT Palyja 
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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bah ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan 

penelitian yang telah dijabarkan di atas. 

C. 5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bah-bah sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

I. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan ketjasama antara PAM 

Jaya dan PT Palyja pada dasamya cukup baik. Subfaktor transmisi dan 

kejelasan cukup gamblang. Adapun subfaktor yang bel urn memadai adalah 

konsistensi petjanjian kerjasama, khususnya dengan adanya proses 

bargaining dalam petjalanan implementasi kebijakan ini dimana adanya 

ruang untuk melakukan penyesuaian sesuai kepentingan masing-masing 

pihak. 

2. Pada dimensi sumber daya, PT Palyja memiliki SDM dan fasilitas yang 

memadai bagi PT Palyja untuk manjalankan usahanya serta mencapai 

target-target yang ditetapkan dalam perjanjian ketjasama. Dalam hal 

informasi mengenai tata cara pelaksanaan ketjasama, PT Palyja telah 

melakukan standarisasi praktek manajemen ketja yang efisien dan diukur 

dengan pencapaian settifikasi ISO dan OHSAS. Sedangkan dalam hal 

otoritas, dimana PAM Jaya sebagai pemberi wewenang dalam perjanjian 

ketjasama ini, PAM Jaya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk 
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mengarahkan implementasi kerjasama sehingga mengakibatkan kerugian 

di pihak PAM Jaya itu sendiri. 

3. Faktor disposisi berada pada kategori cukup baik, dimana kedua belah 

pihak memiliki keinginan untuk menjalankan ketjasama ini. Meskipun 

tidak ada aspek pemberian insentif, namun terdapat sanksi atas kegagalan 

mitra swasta dalam mencapai target yang disepakati bersama. 

4. Faktor birokrasi cukup baik dimana dalam menjalankan operasionalnya, 

PT Palyja memiliki sejumlah SOP yang jelas sesuai dengan bidang-bidang 

ketja dalam operasional hariannya. Namun dalam hal fragmentasi masih 

dinlai kurang, dimana sebagai akibatnya, berbagai diskusi dan negosiasi 

betjalan lambat dan berlarut-larut karena segala sesuatunya harus kembali 

ke top management. 

1. Seluruh faktor tersebut diatas terbukti sating berkaitan dan sating 

mempengaruhi dalam pelaksanaan implementasi petj~ian kerjasama 

penyediaan air bersih antara PAM Jaya dan PT Palyja. Meski demikian, 

tidak semua sub-faktor memiliki keterkaitan. Illustrasi jaring laba-laba 

yang menggambarkan hubungan antar subfaktor dalam teori Edwards III 

adalah sesuai dengan kondisi dalam implementasi ketjasama antara PAM 

Jaya dan PT Palyja. 

D. 5.1 Saran 

Berdasarkan basil kesimpulan yang dikemukan di atas, maka berikut ini 

adalah beberapa saran berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kerjasama 

pengusahaan penyediaan sistem penyediaan air minum, khususnya antara PAM 

Jaya dan PT Palyja: 
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2. Peran Badan Regulator sebagai jembatan komunikasi antar pihak-pihak 

yang terlibat dalam peljanjian keljasama ini perlu ditingkatkan. Termasuk 

juga di dalamnya melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pihak yang 

menerima layanan publik tersebut. Selain itu Badan Regulator sebaiknya 

memiliki kewenangan yang lebih mengikat dalam melakukan pengawasan 

implementasi keljasama, baik untuk menerapkan.sanksi atau pun reward 

jikaada. 

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh PT Palyja bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan target-target teknis 

dan standar pelayanan yang ditetapkan dalan1 peljanjian keljasama. 

Mengingat bahwa konsesi keljasama ini akan berakhir pada tahun 2023, 

maka upaya-upaya alih teknologi beserta pemahamannya perlu dilakukan 

dengan cara yang terstruktur dan terencana. 

4. Dalam aspek otoritas, PAM Jaya hendaknya mendapat dukungan lebih dari 

pemerintah daerah sehingga tidak dirugikan. 
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LAMPIRAN B: Transkrip Wawancara dengan Ibn Ahda, Divisi 
Bina Program PAM Jaya, tanggal18 Oktober 2016 

Swasti (S): Jadi untuk penelitian ini, bahasannya difokuskan pada implementasi 

kebijakan dimana kebijakcm yang dimaksud adalah kerjasama antara PAM Jaya 

dengan Palyja, ya bu. Jadi untuk pertanyaan pertama bagaimana proses penyampaian 

pes an antar pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini? 

Ahda (A): Jadi kan PAM Jaya bekerja sama dengan dua mitra, ada Palyja dan ada 

AETRA, sedangkan PAM Jaya adalah BUMDnya.Untuk daerah pelayanan dibagi jadi 

dua, batasannya kali Ciliwung. Sebelah Barat itu Palyja, dan sebelah Timur daerah 

layanannya AETRA. Kita itu ada perjanjian kerjasamanya, selama 25 tahun. Itu dari 

tahun 1998 nanti selesai di tahun 2022. Nah, semua hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kerjasama itu dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian ini kan 

diamandemen tahun 2001 disebut RCA, atau Restated Cooperation Agreement Nah 

perjanjian ini dibahas ulang setiap 5 tahun, kita sebutnya re-balancing. 

S: Jadi setiap 5 tahun ada amandemen perjaryian? 

A: Iya.Cuman untuk PALYJA, kan kita memang agak bermasalah dengan PALYJA. 

Kalau dengan AETRA kita sudah ada rebalancing. Kalau PALYJA kita berakhir tahun 

2012, berarti seharusnya amandemen ke-3 dari tahun 2007 selesai di tahun 2012. Nah 

sekarang kita masih pakai yang ini. 

S: Sekarang kan sudah masuk periode 5 tahun ke-4, seharusnya sudah ada amandemen 

baruya? 
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A: Iya, Cuma sampai sekarang itu (amandemen) belum deal.Jadi target-target masih 

pakai yang lama. Dia (Palyja) kan ada FinPro, Finansial Projection ini sampai tahun 

2022. Setiap kali amandemen, kalau ada yang berubah akan mempengaruhi FinPro. 

Nah, karena sekarang belum deal, jadi belum ada penyesuaian. Seharusnya ada 

penyesuaian untuk periode 2012-2017. 

S: Sekarang kan periode 5 tahunan yang ke-4 sudah mau selesai, · solusinya 

bagaimana? 

A: Kalau dengan AETRA, kita sudah berhasil dan sudah ada master agreement barn 

untuk 2012. Cuma dengan Palyja belum sepakat sampai tahun ini dan masih dicoba 

lagi. 

S: Kendalanya apa ya? 

A: Masih belum sepakat, seperti IRR gitu. Kalau kita ada penilaian dari BPKP tidak 

balance perjanjian ini, karena kerugian itu ada di kita (PAM Jaya). Jadi ada shortfall ya, 

salah satunya karena IRR terlalu tinggi. Makanya yang dalam rebalancing, yang mau 

diturunin ya IRRitu, disesuaikan dengan kondisi suku bunga yang sekarang. Dulu, 

waktu awal perjanjian kan sedang dalam keadaan krisis, makanya IRR nya besar. Tapi 

mungkin karena Palyja kan perusahaan swasta jadi ada kepentingan bisnis ya. Jadi ya 

disitulah yang belum ada titik temunya. 

S: Mekanismenya yang ideal seperti apa? 

A: Mekanisme kerjasama ini kan berupa imbalan. Jadi berapa volume terjual misal 

10000 meter kubik dikalikan imbalan, dan imbalan ini adalah satu angka. Yang bikin 

shortfall adalah seumpama imbalan 7000 rupiah, sedangkan tariff ada macam-macam 
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dari 1050 sampai 14500. Nab untuk tariff yang l 050, kita tetap harus bayar ke mereka 

7000. Nah itu yang membuat shortfalL 

S: Di amandemen perjanjian sebelumnya hal ini tidak diperbaiki? 

A: Dibahas, tetapi kondisinya kan sudah tidak sama sekaraang. seumpama suku bunga 

bank turun, harusnya imbalan juga ikut turun. Sementara Palyja tidak mau duduk 

bareng untuk bahas hal ini. Sementara ini, kita (PAM Jaya) freeze nilai imbalan inL 

Hamsnya sesuai dengan FinPro awal, ada kenaikan setiap semester. Jadi kita masih 

pakai yang tahun 2010. Sebetulnya Palyja juga tidak setuju. Tapi kita tetap bayar 

dengan angka yang 2010, karena menurut BPKP nilai ini sudah terlalu besar. Ini yang 

menyebabkan shortfall. 

S: Terkait dengan bahasan komunikasi, bagaimana penyelesaian masalah ini? Kan ada 

BR (Badan Regulator), gimana peran mereka? 

A: Mekanismenya kan Palyja bekerja harus memenuhi target setiap tahunnya. Setiap 

tahun kita lihat pencapaian targetnya. Kalau target tidak tercapai akan ada dendanya. 

Biasanya dibahas berdua antara PAM dan Palyja, kalau ada yang tidak disepakati baru 

dari situ kita mediasi ke BR. 

S: Jadi BR tidak selalu terlibat dalam keseluruhan proses? 

A: Kalau untuk permasalahan, biasanya kita yang ngajuin.Tapi untuk amandemen, BR 

dilibatkan tetapi tidak ada kekuasaan untuk memutuskan. Jadi BR hanya menyarankan 

saja. 

S: Kekuatan saran BR bagaimana? 
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A: Jadi kalau mediasi pun, kan kita mengundang PALYJA, seandainya Palyja tidak 

bersedia, mediasi bisa gaga!. Jadi berarti ya BR tidak ada kekuatan yaa Jadi pernah ada 

kasus dimana Palyja menolak, misalnya re-balancing kontrak saja mereka tidak mau. 

Mungkin karena Palyja kan mindsetnya bisnis banget Jadi dengan keadaan sekarang 

mereka sudah nyaman dan tidak ingin ada perubahan. Waktu itu mediasi sangsi denda 

dan Palyja pernah menolak mediasi.Seharusnya langkah selanjutnya dari PKS kan ke . 

arbitrase internasional, tapi kita tidak sampai kesana. 

S: Apa alas an Palyja menolak waktu itu? 

A: Alasannya waktu itu karena kita freeze imbalan. Tapi kondisi bisa berubah, kita 

yang dibawah kan ikutin jalur ya. Tapi nanti antar top manajemen diskusi bersama dan 

bisa ada kesepakatan. Jadi yang kemarin mediasi gaga! itu, kita .ga utak-atik lagi, dan 

kita laporan saja ke atasan, lalu tiba-tiba ada kesepakatan tentang sangsi denda. 

S: Adakah bimbingan atau pemberian arahan teknis dari PAM? 

A: Kalau bantuan teknis sih tidak ada, karena kan Palyja sudah kuat ya di teknisnya. 

Paling kita yang putuskan saja proyek ini bisajalan atau ngga 

S: Misal proyek untuk penambahan jaringan dimana tetap harus diputuskan oleh PAM 

ya? Walaupun investasinya sendiri dari Palyja? 

A: Ya. Investasi Palyja sendiri kan sumbernya dari imbalan. Di dalam imbalan ada 

Capex dan Opex untuk operasionalnya Palyja. Usulan Capex biasanya diajukan bulan 

November setiap tahun untuk tahun berikutnya. Disitu kita bahas bareng proyek mana 

yang bisa jalan dan mana yang ngga. Jadi di tahun berikutnya proyeknya sudah 

langsung jalan. Paling kita bantu di pengurusan permit Sedangkan operasional dan 

teknologi diserahkan sepenuhnya ke mereka (Palyja) 
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S: Nanti setelah selesai masa kontrak bagaimana? 

A: Seharusnya semua diakuisis, termasuk SI. Tapi nanti dikembalikan lagi 

keputusannya ke Gubemur. Kalau berdasarkan perjanjiannya seharusnya semua aset 

kembali ke PAM. Karena aset semua masih atas nama PAM, jadu hanya di pinjamkan. 

Sedangkan aset baru sifatnya BOT. 

S: Terkait SDM di Palyja ada pengaturan khusus kah? 

A: Jadi karyawan ada dua, ada karyawan PAM yang seconded di sana, dan ada 

karyawan direct yang direkrut sendiri oleh Palyja. 

S: Proses pemi/ihan karyawan seconded bagaimana? Ada rasio karyawan PAM dan 

Palyja yang disyaratkan? 

A: PAM rekrut sendiri untuk ditaruh di Palyja. lnijuga masih menjadi perhatian karena 

dikhawatirkan pada saatnya akuisisi karyawan Palyja lebih banyak. Rasio yang 

disyaratkan ada di dalam RCA. 

S: Dukungan yang diberikan ke Palyja seperti apa? 

A: Biasanya untuk perijinan. Perijinan diajukan ke instansi, karena biasanya yang 

diminta instansi yang maju. Palyja dianggap swastanya walaupun mengerjakan 

pekerjaan PAM. Ada yang Palyja bisa kerjakan sendiri tapi biasanya untuk jalan 

nasional butuh PAM yang maju. Teknisnya biasanya data ada di Palyja dan PAM hanya 

mendampingi saja. 

S: Terkait dengan kewenangan bagaimana peni/aian Ibu terhadap organisasi Palyja. 

A: Kalau dibandingkan dengan Aetra, dimana yang datang itu bisa langsung 

memutuskan atas nama perusahaan. Tetapi kalau di .Palyja masih menampung dan 

121 

43120.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



kembali ke perusahaan dulu sebelum ada keputusan yang diambil, prosesnya jadi Iebih 

panjang dan lama. 

S: Apakah ada SOP implementasi kebijakan? 

A: Kalau SOP yang ada saat ini mengatur per jeins peketjaan misalnya SOP penemuan 

NRW. Rata-rata bersifat peketjaan teknis. Sedangkan terkait dengan pembagian tugas 

di PAM sudah ada SK Direksinya. 
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LAMPIRAN C: Transkrip Wawancara dengan Bpk Yudi Irawan, 
SH, MH, Manajer Hukum dan Tata Usaha, tanggal16 Januari 2017 

Swasti (S): Bagaimana awal mula diputuskannya KPS di PAM Jaya? 

Yudi (Y): pertumbuhan PAM waktu itu, sampai tahun 1990-an tidak dapat 

mengimbangi pertumbuhan ekonomi pada saat itu, dan ada penilaian World Bank 

tentang kegagalan internal PAM dalam meningkatkan efisiensi. lbarat kapal, PAM 

sudah goyang lah, lalu dipanggil ahli untuk membenahi sementara awak kapal sendiri 

dinaikkan ke sekoci. Thames dari lnggris dan Suez Lyonnaise dari Perancis sudah 

berpengalaman di bidang pengelolaan air minum dimana-mana, selain di negaranya 

sendiri, mereka juga pengalaman di Amerika, Afrika .. dan yang masuk waktu itu ya 

mereka 

S: Seperti apa komunikasi antara PAM dan Palyja? 

Y: Dalam hal komunikasi formal antara PAM dan Palyja ada pertemuan rutin dan juga 

laporan rutin, mulai dari yang tahunan, semester, bulanan, harian. Selain itu ada juga 

laporan-laporan dan rapat khususkalau ada kejadian istimewa. Nah, tapi menurut saya 

ada masalah dalam sistem komunikasi. Misalnya, kalau ada kejadian kebocoran. Kita 

biasanya dapat informasi kebocoran dari laporan pelanggan dan sebagainya. 

Seharusnya dalam keadaan ideal ada pengawasan real-time. Jadi sistem monitoringnya 

Palyja, juga harus bisa dimonitor secara langsung oleh PAM. Misal, kan Palyja punya 

pompa berapa titik tuh, dia (Palyja) bisa monitor Jangsung. Kalau PAM juga punya 

akses untuk monitor langsung real time, maka seandainya ada pompa yang 

performanya kurang dan Palyja !alai, PAM bisa mengingatkan supaya bisa langsung 
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ditangani. Dalam kondisi sekarang ini, PAM barn tahu tentang masalah teknis dari 

laporan Palyja. Jadi ya sudah selesai dan agak terlambat yaa. 

Di PAM itu kan ada empat unit, ada unit air baku, unit pengolahan, unit distribusi dan 

unit pelanggan, sekarang ini Palyja dan Aetra pegang semua empat unit. Kemarin ini 

sempat ada wacana PAM ambit alih unit air baku dan unit pelanggan, tapi kita masih 

belum ada kesepakatan. Masalahnya penerimaan dari pelanggan sekarang ini kan 

dikelola sama mitra. Uangnya disetor ke KSU, tapi tidak langsung disetorkan lagi ke 

escrow, biasanya ada dua hari jedanya. Bunga bank dari yang dua hari itu masuknya ke 

mitra. Sarna juga dengan air baku. Tagihan air baku sudah keluar dari awal bulan dan 

bisa dibayarkan mulai tanggal I 0 dan jatuh tempo tanggal 25. Nah biasanya mitra barn 

bayar di tanggal jatuh tempo, ada jeda waktu yang cukup lama dimana uang 

mengendap di rekening mitra. 

Dalam hal komunikasi antara employee menurut saya tidak ada masalah, tapi lebih ke 

arah goodwill dari para owners. 

S: Apakah PAM Jaya ikut andil dalam pengaturan SOP di Palyja? 

Dari awal pemilihan mitra swasta dilakukan karena mereka sudah memiliki 

pengalaman di pengelolaan air minum, khususnya SOP semua diserahkan ke Palyja. 

Tapi perlu ditanyakan ke Bigram apa mereka dapat copy-nya untuk fungsi pengawasan. 

S: Bagaimana pengaturan SDM yang dikaryakan di Palyja? 

Dalam hal SDM, tenaga kerja di Palyja yang sekitar IOOOan orang itu sudah cukup. 

Memang dalam perjanjian kerja sama disepakati rasio 80:20 dimana yang 80% dari 

PAM Jaya. Walaupun kenyataannya sekarang sekitar 50:50. Dijanjikan juga pada awal 
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pelaksanaan keijasama adanya transfer knowledge, walaupun diakui hingga sekarang 

teknis pelaksanaan transfer knowledge memang masih ngga jelas. 
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LAMPIRAN D: Panduan Wawancara dengan PT Palyja 

PGS!Si: OPP Perfomianee,Seclion Head. 

Penenilan irumeilg~kat temainiPtemantasi kebljakan kel}asama per.guSallaan 

JlOO!lll!ll\><lngan sys;em j)&RY6dlaan air minum. dengan mendasarl<an pada teed imp!em.ent!.s!, 

O!eh. G~ c t;cwa:ds m. EdWard berpendapat bahwa koberhasilan itnpromen1.asl !:ergari!U!19 

P?dl.l4 f.a!<te~, ~M Komunii'.as~ Sl.itl'.bor Daya. Disposisi dan Strolrtut Slrckra~i. 
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1. Komtmlkasi 

a Baga!mana proses pertyatl'.paian~ dilakUlcan aniar. plbak )>allg 14i!iilat 
catam pe¢-mJian kerjasama pen~sahaari~" sys!am penY&d~aan 
arr milium? (yaltu: PAM Jaya, PT Pal;ja, ~.BR} 

Prosedur yang !>erfakl) ada!ahme~(;.;·'~~"\lm;~ll":I#'.Mn, clan ~i!il, · 
jilca diperlukan di!akli!<an.iapat 

b. Apa saja upaya yang d~a!(Oiian.un(iJk:memas!illan l!i!lelin\an ~~ma!)'*'tas 
pesan yang dlsampall<21)? 

UnM kc<!dlsi terter.w y.ii:gdlhvtub'klinl«icinf!m;~; ilitakuk:n'lra~turihf<. 
mendbll~niun hal te!"lebld 
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2. Sumber 0¥. 
a Apa$3ja upayayat\9~ untu~tmem,asli!!anbal\Wa ..,.,...~ 

yang ~edi~memadal unMnn9m~u!lrfujian~k3ruli.t per~)ian · 
~~? 

~gi tel!nQ!:lgi,ecn~::PAtv!A "'emb:~no;~ !Etmnta~ produl<sl yai.g 
. t,i!th~illl& ~~wu~~·?Mit,i~mtlil!n~;)t.p.'ldi$!p~~ (si)P¢r! · . 

. b. .1\P<i saJa~jlQJ.'a)'o!l!g!f!Ja'<u~ IJiltulqilelJla!i~ball~~a ......... * tenaglllll~r.g~'limenia~ai llii!!:k ~jlriunlltlju!lrt«!ill!kuJ<anriya 
Petianiian l<erias?fna? I ~da~~ttam~b~esln~;;.~~Ji~-. 

3. D!sposl,51 . 

a . .Apa .$3jakeildii!8 Y,ajlg d~~pi ole~ ~eiuS?hriaiifleinbaJ;ll ~lam melak$a113kan 
tanggutigjli•~ilya? 

•· l'eiJr.gan~gn14nO,IaltJi'talld~o~~~yangperlu.!fif3lall:a~;dk!~.,t; 
t~~nw!;~ij'*-ru#~li.\~ . . . . ·. . . . . . 

• IJ&i ~iiknnaan l'ro)'l!\ (!lasin adaJa1an·Jlifal1yaJii s!i$ali . .t.berlbn IJ\tl 'ant'.ik 
~£i<;.:· . ... . .. . . .. . . ·.· . 

• tltmta~da!~)ll tanali.(PY':4,·~n. fi_ber'!J~ . 

b. Bagawna•®ava.pefusah8~ga C!$.miilei'iQhilla'illk:endala t(!I'S~ut? 

• Ml!fllbiefiU~~~l;_!i.ke.Jiefa;.i&anian~..i:i&;·sCSl;~·ke•~l~tiU..an 
deJ1foln l<aniilan•KlW.~ 

• Kcm~~l!i.'Wl'dengal'!~l'ilnbunf:li!llilli1lutilitu 
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4. Sbuk!ut &'rok!asf 

a. Baga!l'nana I<OOrdl.naSi dilakukatl da!am petjanpan lterjasama lrti? 

• f!ap3t mingguai:, blilanan 
• Suratmenl'!l~t ernal~ tell!pon 

h. Apakah; nte.'luruf Anda, ~<.ocratnasl ~engan car.~ 1eis&!iut dl etas: eutrup efetdit? 

J"t<a :ic'ak, jetaskan • 

- CU~efeldif I 
....____ ____ ---J-
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i I 
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PAHDUAN WAWAACMA 

Nama: Daceu iondal)l 

Peneii!lanlnlir.engangkail.emaimplem!ln~ebljallan.ice#sam~ngr;.~al'laanpengembangar.s!St 

em~n}iedia'an a!r minumdeilganmeodasarka.-.Jiada!eorllqipleiri~ntasio!e!l·~~ C.Edwaros 

Ill. Ed·.va:d te:pendapatbatr.v~~imptemeq~~oei'Qlli!l.l,tt.gpmta4 f$tq, )';lltu: 

Komunli<asl, sumte.rDaya, Olsposis'.dailStrilkn:rBlro!liasi. 

a. Bagalmana PfOteS pell)'all1llaianpesatldijakl!k.ananiai•p•:ha!l yang· 

tertibaldalampetjaJ1iiani<efjasamapeng~!l<lappengembal!gansisteJnl)ellyfldlaan 

alr ml!wm? (}•altll:.PAMJaya. f'T Palyja. dan 6R} 
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I' 

2. SUmbetbaya 

a. ~j~~~diJalwkali!lntulm'~bah~ya~ 

t~m&.~1i_m~ny~IIYi1.Pi!rjanf~an\<erjaS!l11".a? 

b. ,Apss~a.upa~ ya\.g 

®i!~~tanimti.Jl<m~l:itasti~i!Viaumlrdayamarula®•n•gaal!ll yang 

!e!Sildlamern<Jdaii!nWitln8llljlr.U}i11Ujuandilakukannyapeijanjianl«!Jjasa:ma? 

3. O[s;:osisi 

a. Ailasiijakendalil Yiir.g 

d1!1i!dapb!elip~sa~nlle~aiamm~'lakantar.ggungJawabnya? 

• : lli!$1io11 dai'! \>a if;. (ltiil) 
• · Wll~l da~lum~ lab.(l'I.N, gas dll) dafam ~masangan¢pa,lebih sering 

ml!ilgpngguja!ar J)lpa · · 

Si:i5iaPs~sl)il!noan warp den&iln b~lltlian cortomm 
• Meiiilapatkan -data titlilbsoi!thinitlain 
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Internal :Down to top and .top .to. down dlrettio.'l<fia meeting k®«!inasl 

Ststl!mal: 

Milr-iJt"llllbrt retll!llt izln pekGf,un ke bacan tl!rkait fi'TSP) 
MelakurGn ~s.ialiasi denglll! warga sekitar 

b. ~h. menurut :Alida, koordinaSl den gao car a tersebut di a tal> cukup e!'et<tif? 

I Cultup efektlf J 
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LAMPIRAN E: Korespondensi 
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BAD AN REGULATOR PELA VAN AN AIR MINUM 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

No 83/BR/X/2016 

lal.lnl'lejompo~nNo S71abtUP..w! IOZlO 
Telp. ~709712 · S704lti4 fa>< ~70'J72l 

www.bfpamdkl.org 

Jakarta. 11 Oktober 2016 

l.ampian· . 
Pemal ranggapan atas Petmol\onan PetrOOtaan Data & Penelitian 

Kepada vth. 
Bapak Kepala Ulll Program Belajar Jarak Jail (UP9JJ-UT) 
LtMmitaB Teltlt*a 
.I Atmad Yani No. 43 • Kol. Ulan Kayu 
Kec81T11llllfl Matraman 
Jakarta Tlln\6 

U.p.: Bapak Drs. lllan Soelaeman. M.Ed. 

~ pada sural Bapak No. 503/UNJlJOIKM/2016 tertangoal 22 Septembel 2016 PQfilal 
Permohonan Peminlaan Data dan Pooetilran 111111< mahasiswa paseasarjana Sdli. Swasti hdraswari. 
l)etdasarkan Pefaturan Gll)erru OKI Jakarta Nomot 254 Tai'IJn 2015.1161gsi. togas dan wewenang 
Badan Rcgt.CaiOf PAM OKI Jakarta !ldak torkal dengllll p!OS8s pengambian keputusan mengooai 
k~an pnvaliSaSi SiS tern Panyediaan Air Mi1ll1l di Jakarta. 

UnlUk se~~WMYa. kami sarankan l.6liUk ~ langsung pihak PAM Jaya 

Derrl<ian diSaJnll3i<an. atas pemaliamya kami ucapl<an terms kastt. 
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